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Susilowati, “Kesalahan yang Dilakukan oleh Perseroan dalam Melakukan Pengadaan 
Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Perumahan”. Tesis, Magister Kenotariatan, 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, VII + 60 halaman. Bibliografi 15 
(1991-2007).
Tanah memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, baik sebagai 
tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Dengan bertambahnya jumlah 
penduduk maka kebutuhan akan papan akan meningkat. Untuk keperluan 
pembangunan perumahan, dalam proses pengadaan tanah dilakukan dengan cara 
membebaskan tanah-tanah yang ada sesuai dengan status tanah yang tersedia. 
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 
memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut dengan dasar 
musyawarah untuk mufakat. PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA dan PT. 
SIGMAELTRA PROPERTINDO melakukan pengadaan tanah dengan cara 
pelepasan tanah, yang sebelumnya telah memperoleh Izin Lokasi. Ternyata dalam 
pelepasan tanah,PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA membebaskan tanah yang 
berada dalam areal Izin Lokasi PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO dan PT. 
SIGMAELTRA PROPERTINDO membebaskan tanah yang berada dalam areal Izin 
Lokasi PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA. Hal apakah yang menyebabkan 
sehingga teijadi hal tersebut serta cara apakah yang ditempuh oleh kedua perseroan 
tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang 
dipergunakan adalah bersifat yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 
metode kepustakaan dan penelitian data yang kemudian dianalisis secara kualitatif. 
Dari pokok permasalahan dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang 
dilakukan oleh pihak perseroan dikarenakan areal Izin Lokasi yang berbatasan, serta 
tidak jelasnya batas dalam areal Izin Lokasi sehingga terjadi kesalahan “belanja 
tanah’'; yang diatasi secara musyawarah dengan membuat peijanjian. Dalam 
melakukan pelepasan tanah hendaknya mengacu kepada Izin Lokasi yang telah 
diberikan, didalam areal Izin Lokasi seharusnya diberi tanda batas yang jelas.
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Susilowati, “Default Conducted by Company in Conducting Land Acquisition for 
Development”. Thesis, Master of Notary Programme, Faculty of Law University of 
Indonesia, 2008, VII + 60 pages. Bibliography 15 (1991-2007).
Land has very significant role in human life, both as the place for shelter and for 
business activities. With the increasing number of population, then, the need for housing 
will increase. For the purpose of developing housing area, in the land acquisition 
process, it is conducted by discharging the existing land in accordance with the available 
land status. Land acquisition is every activity to acquire land by providing compensation 
to the party entitled to such land based on deliberation to reach a consensus. PT. 
SHANTIKA SURYA ALANDHA and PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO carry out 
land acquisition transfer of right. Apparently in the land delinguished , PT. SHANTIKA 
SURYA ALANDHA has delinguished a land located in the area of Location Permit of 
PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO and PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO the 
Location Permit of PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA. What is the cause of the 
occurrence of such condition, and what step can be taken by both of those companies to 
settle such problem. The method of research being used is normative juridical. Data 
collection is conducted by means of documentary method and data research which then 
analyzed qualitatively. From the main issues in this thesis can be concluded that 
negligence conducted on the part of the company is caused by bordering Location 
Permit area, and the clarity of borders in the Location Permit area, therefore, has 
occurred such erroneousness of “land expenditure”; which is handled by means of 
deliberation by preparing agreement. In conducting land delinguished should refer to the 
Location Permit which has been granted, in the Location Permit area should be provided 
clear mark of borders.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan Bangsa 

Indonesia. Terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang 

diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 

: ’’Bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya di kuasai oleh Negara 

dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.1 Terkandung suatu 

tujuan yang hendak dicapai yaitu bahwa tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemakmuran tersebut berarti bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah 

Indonesia disediakan untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat Indonesia yang 

primer, meliputi:

a. Penyediaan tanah perumahan (wisma);

b. Penyediaan tanah untuk kegiatan usaha (karya) baik di kota maupun di desa 

yang dipergunakan Pemerintah maupun swasta;

1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).
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c. Penyediaan tanah untuk sarana perhubungan, pembuatan jalan, dan lain-lain 

(marga);

d. Penyediaan tanah untuk sarana rekreasi dan lain-lainnya (suka);

e. Penyediaan tanah untuk pertahanan keamanan, kegiatan keagamaan, 

pendidikan, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan lain-lain 

(penyempurna).

Didalam rangka memenuhi kebutuhan tanah tersebut perlu diatur peruntukan 

tanahnya yang disesuaikan dengan fungsi tanah di kota dan di desa oleh Pemerintah 

Daerah dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW tersebut menjadi 

pedoman bagi setiap pemegang hak dalam memakai tanahnya sesuai dengan 

keperluannya.

RTRW mengatur peruntukan tanah untuk kepentingan bersama seluruh warga 

di daerah yang bersangkutan (unsur kebersamaan)-sebagai perwujudan dari ketentuan 

Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial”.

Isi Pasal 6 tersebut mengandung arti bahwa Hak Atas Tanah apapun yang ada 

pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanah itu akan dipergunakan (atau 

tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan 

dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi
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kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi 

masyarakat dan Negara.2

Dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas, 

umumnya memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengertian pengadaan tanah itu sendiri yaitu setiap 

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang 

melepaskan atau menyerahkan tanah bangunan, tanaman dan benda-benda yang
■>

berkaitan dengan tanah, oleh karena itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

diusahakan dengan cara yang seimbang dan untuk tingkat pertama ditempuh dengan 

musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.

Terdapat tiga hal yang menjadi tolak ukur dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan, yaitu:4

1. Proyeknya, yaitu apa yang dikembangkan atau dibangun di atas tanah yang 

diperoleh. Tanah yang tersedia itu akan digunakan untuk kepentingan 

pribadi, usaha atau keperluan khusus lainnya.

2. Lokasinya, yaitu letak proyek yang bersangkutan untuk itu perlu diketahui 

terlebih dahulu Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Apabila untuk keperluan 

bisnis atau proyek tertentu maka perlu dimohonkan Izin Prinsip dan Izin 

Lokasi (PMNA/Kepala BPN No.2 tahun 1999).

2Boedi Harsono Hukum Agraria, Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah 
(Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 9.

’Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, Perpres Nomor 65 tahun 2006, Pasal 1.

4Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan tanah untuk 
pembangunan (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), hal. 49.
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3. Tanah yang tersedia, yaitu segi fisik dan segi yuridisnya. Perlu dianalisis 

data fisik dan data yuridis bidang tanah yang ditawarkan atau akan 

diperoleh berdasarkan dokumen kepemilikannya, yaitu:

a. Segi fisik tanah. Terdiri dari letaknya, batas-batasnya dan luasnya. 

Apabila telah bersertipikat, data fisiknya dapat dibaca pada Surat 

Ukur yang memuat keterangan tentang data fisiknya.

b. Segi yuridisnya. Berisi mengenai jenis haknya, pemegang 

haknya,hak-hak pihak ketiga, terjadinya pewarisan karena hukum 

dan perbuatan hukum yang terjadi. Data yuridis dapat dibaca pada 

salinan Buku Tanah yang merupakan bagian dari sertipikat.

Pengadaan tanah untuk kegiatan usaha atau bisnis, salah satu bentuk kegiatan 

usahanya ada\ah pembangunan perumahan. Ciri-ciri dari pengadaan tanah untuk 

kegiatan usaha atau bisnis tersebut yaitu memerlukan tanah yang luas, developer 

harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan tujuan usahanya, areal tanah yang 

bersangkutan wajib dikuasai secara sah, bagian-bagian dari areal tanah yang 

bersangkutan dapat dijual kepada pihak lain.

Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan 

apabila penetapan rencana pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai 

dengan dan berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Umum l  ata Ruang, 

pengadaan tanahnya dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota
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yang telah ada,5 Untuk itu dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan 

perumahan agar tidak teijadi perselisihan dikemudian harinya maka diperlukan 

pengaturan dalam pengadaan tanah tersebut, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah dilaksanakan secara tertib.

a. Kegiatan perolehan tanahnya di lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi.

b. Perolehan tanahnya tidak dengan cara paksaan atau penipuan.

c. Harus bermusyawarah dan disepakati bersama besarnya ganti rugi atau 

harga tanahnya dan harus layak.

2. Mencegah teijadinya sengketa dikemudian hari.

a. Dicegah teijadinya cacat hukum.

b. Harga tanah atau ganti rugi benar-benar dibayar lunas. Tidak dibenarkan 

pemilik tanah menandatangani kertas materai yang masih kosong.

3. Melindungi yang empunya tanah.

a. Bahwa tanah yang dipunyai dengan hak yang diakui dan dilindungi oleh

hukum (apabila di bukti kepemilikannya lengkap dan telah bersertipikat)

b. Bahwa sebagian besar belum ada surat tanda bukti haknya (bekas Hak

Milik Adat yang belum bersertipikat).

Pengadaan tanah untuk perumahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 

tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pasal 4 Undang-Undang Perumahan 

dan Pemukiman menetapkan tujuan penataan perumahan dan pemukiman adalah 

sebagai berikut:

5 Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Keppres No.55 Tahun 1993, ps. 4 ayat I dan
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a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar m anusia 

dalam rangka peningkatan dan penataan kesejahteraan rakyat.

b. Menyediakan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan 

yang sehat, aman, serasi dan teratur.

c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan penyebaran penduduk yang 

rasional.

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang- 

bidang lain.

Didalam rangka mewujudkan perumahan dan pemukiman seperti tersebut 

diatas, pada Pasal 18 ditentukan pemenuhan kebutuhan pemukiman tersebut 

diselenggarakan melalui pembangunan kawasan pemukiman skala besar yang 

terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan pemukiman yang tersusun atas 

satuan-satuan lingkungan dan mengintegrasikan secara terpadu serta meningkatkan 

kualitas lingkungan pemukiman yang telah ada di dalam atau disekitamya.6 Kawasan 

Siap Bangun (KSB) yang harus ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan R I RW 

perkotaan dan RTRW bukan perkotaan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan 

pemukiman yang berwawasan lingkungan sangatlah kompleks, hal ini karena tidak 

hanya menyangkut masalah perencanaan tata guna tanah serta nilai sosial budayanya, 

tetapi ada juga masalah yang paling sering terjadi dalam usaha pembangunan 

perumahan dan dapat menimbulkan sengketa yaitu masalah mengenai penggadaan

6 Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tunuh, (Jakarta: i.PMI, 
2005), hal. 62.
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tanahnya, dimana semakin hari kebutuhan akan tanah terus meningkat sedangkan 

luas tanah yang tersedia tidak akan bertambah secara berarti. Tanah yang tersedia 

pun keadaan dan kemampuannya tidak merata dan sebagian besar sudah ada yang 

mempunyai, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tanah yang sudah dipunyai itu 

sebagian besar belum terdaftar dan belum ada surat tanda buktinya.

Dewasa ini pembangunan perumahan baik yang dilaksanakan oleh 

pemerintah maupun oleh pihak swasta, banyak dilakukan di daerah pinggiran kota 

atau pun di luar Jakarta karena pengadaan tanah untuk pembangunan diperkotaan 

harus memperhatikan status penguasaan dan pemilikan tanahnya. Bidang tanah 

diperkotaan telah dilekati status penguasaan dan pemilikan oleh perorangan ataupun 

badan hukum, apalagi di daerah perkotaan yang intensitas pemanfaatan tanahnya 

sangat tinggi sehingga menimbulkan masalah yang diakibatkan kurang 

diperhatikannya dalam usaha alih guna tanah, oleh karena itu dalam melaksanakan 

pembangunan perlu ditingkatkan adanya keijasama dari berbagai pihak baik 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun dari kalangan masyarakat itu 

sendiri.7

Didalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan yang 

dilakukan oleh PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA dan PT. SIGMAELTRA 

PROPERTINDO juga mengalami permasalah. Sebelum penulis menjelaskan lebih 

lanjut lagi, penulis hanya akan lebih merinci mengenai PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA saja.

7 Andi Hamzah, I Wayan Suandra, B.A Manalu, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2000), hal. 1-2.
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PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA adalah pemilik dan yang berhak atas 

beberapa bidang tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan 

Madang, Desa Cipambuan dengan luas kurang lebih 87.612 M2, yang berada atau 

terletak didalam areal Izin Lokasi PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO. PT. 

SIGMAELTRA PROPERTINDO adalah sebagai pemilik tanah dan yang berhak atas 

beberapa bidang tanah dengan luas kurang lebih 66.104 M2 yang berada atau terletak 

didalam areal Izin Lokasi PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA.

Permasalahan tersebut tentunya menjadi penghalang baik bagi PT. 

SHANTIKA SURYA .ALANDHA maupun bagi PT. SIGMAELTRA 

PROPERTINDO ketika hendak melakukan pembangunan untuk perumahan yang 

telah mereka rencanakan masing-masing. Permasalahan seputar pengadaan tanah 

bagi pembangunan perumahan merupakan suatu hal yang menarik untuk dicari 

pemecahannya, oleh karena itu dengan melihat latar belakang yang penulis uraikan 

di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pengadaan tanah dengan 

judul yang hendak diangkat yaitu “ KESAL,iS\lAN YANG DILAKUKAN O L E H  

PERSEROAN DALAM MELAKUKAN PENGADAAN TANAII UN TU K 

PEMBANGUNAN PERUMAHAN”

B. Pokok Perm asalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut:

1. Hal apakah yang menyebabkan PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA dan

PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO melakukan kesalahan dalam hal
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pelepasan tanah bekas Hak Milik Adat di luar areal Izin Lokasinya untuk 

pembangunan perumahan?

2. Cara apakah yang ditempuh oleh PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA 

maupun PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO untuk memperoleh kembali 

beberapa bidang tanah yang sudah dibelinya yang tidak termasuk dalam Izin 

Lokasinya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam studi kepustakaan {library research) yang 

bersifat yuridis normatif. Pokok permasalahan akan diteliti dan dijawab dengan 

menggunakan data yang diperoleh penulis dalam literature tersebut. Tipe penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analistis yaitu penelitian hukum yang 

dilihat dari sudut sifatnya, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan suatu gejala 

tertentu. Penelitian ini bersifat mempertegas masalah yang ada.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh oleh suatu sumber melalui kegiatan studi dokumen yang sudah 

dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer (peraturan 

perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, diktat kuliah),8 

sebagai tambahan penulis juga akan mengadakan wawancara dengan beberapa 

narasumber seperti dosen, praktisi, dan pihak-pihak lain yang mempunyai relevansi 

dengan penelitian ini.

8 Sri Mamudji et.al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6.
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Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen bahan hukum  

primer dan juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul 

tesis ini.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang kualitatif terhadap data 

sekunder yang sudah dikumpulkan, guna perumusan kesimpulan penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi t g 

Dimulai dengan Bab I Pendahuluan diikuti dengan Bab II Pengadaan Tana 

Pembangunan Perumahan, dan dikhiri dengan Bab III Penutup. Sistematika tersebut 

dirinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu menguraikan tentang latar belakang, 

pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan

Didalam bab W xm terdapat enam sub bab, yaitu menjelaskan me g 

pengertian tanah; hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria; tata cara pengadaan tanah meliputi tata cara perolehan dan penguasaan atas 

tanah menurut peraturan perundang-undangan; izin lokasi, menjelaskan m engenai 

bagaimana PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA dan PT. SIGM AEL TRA 

PROPERTINDO memperoleh tanah yang dibutuhkannya dan membahas pokok 

permasalahannya.
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Bab III Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan poin-poin 

penegasan yang bersumber dari pembahasan jawaban terhadap pokok permasalahan 

penelitian, sedangkan saran diajukan sebagai jalan keluar yang dapat ditindaklanjuti 

dengan memperhatikan kesimpulan penelitian.
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BAB II

PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN

A. PENGERTIAN TANAH

Didalam Hukum Tanah, sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai 

suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA).

Didalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, dinyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 
hukum”9

Jelaslah bahwa tanah menurut pengertian yuridis adalah permukaan bumi, 

dan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, yaitu bagian tertentu dari 

permukaan bumi yang menurut satuan yang terbatas dan berdimensi dua dengan 

ukuran panjang dan ukuran lebar tertentu.10

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak-hak yang 

disediakan oleh UUPA untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan, dengan

9 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 
Tahun 1960, Pasal 4 ayat I.

10 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 449.
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pembatasan dalam Pasal 4 ayat (2)UUPA yaitu sekedar diperlukan untuk 

kepentingan yang berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan dalam 

batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.11 Dalam tubuh 

bumi dibawah permukaan bumi/tanah dan dibawah air terdapat kekayaan alam yang 

berupa bahan-bahan galian seperti minyak dan gas bumi, emas, batubara tetapi 

bahan-bahan galian tersebut tidak termasuk dalam wewenang yang menggunakan 

tanah, karena bahan-bahan galian dalam penguasaan Negara yang untuk 

pengambilannya diperlukan hak yang khusus yaitu Kuasa Pertambangan dan 

perangkat hukum tersendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPA.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial,12 bahwa hak atas tanah 

apapun yang ada pada seseorang tidaklah boleh dipergunakan (atau tidak 

dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya.

Konsep fungsi sosial hak atas tanah sejalan dengan hukum adat yang 

menyatakan bahwa tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat adalah tanah 

kepunyaan bersama seluruh warga masyarakat, yang dimanfaatkan bagi kepentingan 

bersama seluruh warga masyarakat yang bersangkutan, artinya kepentingan bersama 

dan kepentingan orang, perorangan harus saling terpenuhi dan penggunaannya 

dilakukan bersama-sama dibawah pimpinan penguasa adat. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan, setiap warga diberi kesempatan membuka, menguasai, menghaki, 

mempunyai, dan memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari tanah ulayat. Hak atas 

tanah menurut hukum adat bukan hanya berisi wewenang tetapi juga kewajiban

" Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 
Tahun 1960, Pasal 4 ayat 2.

12 I b i d Pasal 6.
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untuk memanfaatkannya. Konsep seperti ini yang kemudian diterima UUPA sebagai 

Hukum Tanah Nasional.13

Penggunaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan 

perorangan yang mempunyai tanah dan kepentingan masyarakat, sehingga 

diperlukan adanya perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hak-hak atas tanah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUPA. Penggunaan tanah yang sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan pemerintah berarti fungsi sosial atas suatu hak atas 

tanah telah terpenuhi. Kepentingan umum harus lebih diutamakan daripada 

kepentingan pribadi, sesuai dengan asas hukum yang berlaku bagi terselenggaranya 

kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi kepentingan individu tidak dapat 

diabaikan, harus dihormati dan dilindungi hukum. Kepentingan umum yang 

mendesak kepentingan individu harus mendapatkan ganti kerugian yang layak.

B. HAK-HAK ATAS TANAH YANG DIATUR DALAM UUPA

Negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan jumlah rakyat 

yang besar. Untuk mengatur seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia, Negara 

diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk mengatur 

persediaan, perencanaan, penguasaan, penggunaan tanah serta pemeliharaan tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk dapat digunakan bagi 

kemakmuran rakyat Indonesia. Kewenangan yang diberikan kepada Negara tersebut 

karena Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia.
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Hak Menguasai dari Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik 

Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun sudah dihaki dengan hak- 

hak perorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh 

UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Hak menguasai dari Negara tersebut memberikan wewenang untuk :14

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbutan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat Indonesia. Hak Menguasai dari Negara tidak dapat dipindahkan 

kepada pihak lain tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah 

Daerah dan masyarakat hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional.

Tanah Negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak 

lain. Pemberian hak atas tanah Negara kepada seseorang atau badan hukum bukan 

berarti melepaskan Hak Menguasai tersebut dari tanah yang bersangkutan. Negara 

tidak melepaskan kewenangannya tetapi terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan 

dengan sesuatu hak kepada pihak lain menjadi terbatas, sampai dengan kewenangan 

yang merupakan isi hak yang diberikan. Batas itu wajib dihormati oleh Negara.

14 Ibid., Pasal. 2 ayat (2).
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Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandasi hak tesebut juga dilindungi oleh 

hukum. Dilindungi terhadap gangguan dari pihak lain maupun penguasa bila 

gangguan tersebut tidak ada dasar hukumnya.15

Dalam pemberian hak-hak atas tanah kekuasaan Negara juga dibatasi oleh 

hak ulayat masyarakat hukum adat. Sepanjang kenyataannya masih ada, Hak Ulayat 

tersebut diakui. Pengakuan tersebut disertai dua syarat yaitu hak Ulayat diakui 

eksistensinya bilamana menurut kenyataannya dilingkungan masyarakat hukum adat 

yang bersangkutan memang masih ada, bilamana masih ada maka pelaksanaannya 

harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, 

yang berdasar atas persatuan bangsa.16

Terdapat 4 (empat) jenis hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara (hak 

atas tanah primer) yaitu:

a. Hak Milik.

Hak Milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai oleh orang atas tanah. Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh perorangan 

Warga Negara Indonesia. Hak Milik ini dapat beralih dan diperalihkan kepada 

pihak lain dan dapat dibebani dengan hak baru seperti Hak Guna Bangunan, Hak 

Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil atau Hak Menumpang. Hak Milik dapat 

diwakafkan dan juga dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang dengan dibebani 

Hak Tanggungan.17

15 Harsono, op. cit., hal 276.

16 Ibid

17 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, o p .c i t Pasal. 
20, 21 dan 25.
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b. Hak Guna Usaha.

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung 

oleh Negara, dengan jangka waktu selama 35 tahun dan dapat diperpanjang 

selama 25 tahun, setelah perpanjangan berakhir pemegang hak dapat diberikan 

pembaharuan Hak Guna Usaha selama 35 tahun.

Hak Guna Usaha bisa diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan 

Hukum Indonesia dengan luas minimum 5 (lima) hektar.18

Pemegang Hak Guna Usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka 

waktu Hak Guna Usaha jika memenuhi syarat:19

1) Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan 

tujuan pemberian hak tersebut;

2) Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang Hak Guna 

Usaha; dan

3) Pemegang Hak Guna Usaha tersebut masih memenuhi syarat sebagai 

pemegang hak.

c. Hak Guna Bangunan.

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di 

atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu tertentu, yaitu 

diatas Tanah Negara maupun Hak Milik (Pasal 35 ayat 1 UUPA). Seorang 

pemegang Hak Guna Bangunan adalah berbeda dari pemegang Hak Milik atas

18 /hid. Pasal. 28.

19 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 
Pakai Atas Tanah, PP No 40 Tahun 1996, LN NO. 58 Tahun 1996, TLN No. 3643, Pasal. 9., untuk 
selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut PP No. 40 Tahun 1996.
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bidang tanah dimana bangunan tersebut didirikan atau dalam konotasi yang lebih 

umum, pemegang Hak Guna Bangunan bukanlah pemegang Hak Milik dari tanah 

dimana bangunan tersebut didirikan.

Jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, apabila tanahnya 

masih diperlukan dapat diperbaharui haknya untuk 30 tahun, dan seterusnya. 

Untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan 

HGB, pemegang HGB harus memenuhi syarat:

1) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan 

tujuan pemberian hak tersebut

2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang 

hak;

3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; dan

4) Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

bersangkutan.

Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan 

Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia.

Kewenangan yang diberikan kepada pemegang Hak Guna Bangunan, yaitu:

1) Mendirikan bangunan atau rumah tinggal di atas tanah kepunyaan pihak lain 

serta memiliki bangunan atau rumah tinggal yang telah didirikan.

2) Dapat beralih karena hukum kepada ahli warisnya apabila pemegang haknya 

meninggal dunia.

20 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2005),
hal. 190.
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3) Dapat dijadikan jaminan utng dengan dibebani Hak Tanggungan.

4) Dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai 

subyek Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan untuk perusahaan dalam 

rangka penanaman modal dapat diberikan sekaligus untuk 80 tahun (Pasal 28 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).

Hapusnya Hak Guna Bangunan:

1) Jangka waktunya berakhir.

2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak 

dipenuhi.

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir.

4) Dicabut untuk kepentingan umum.

5) Ditelantarkan.

6) Tanahnya musnah.

7) Ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2 UUPA.

d. Hak Pakai.

Hak Pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasainya langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain dengan 

jangka waktu selama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, setelah 

perpanjangan jangka waktu berakhir dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai 

selama 25 tahun. Hak Pakai dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia, 

Badan Hukum Indonesia, Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen 

dan Pemerintah Daerah, Badan-Badan Keagamaan dan sosial, orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di
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J I
Indonesia dan Perwakian Negara Asing dan perwakilan badan Internasional. 

Untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan 

Hak Pakai, pemegang Hak Pakai harus memenuhi syarat:

1) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan 

tujuan pemberian hak tersebut;

2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang 

hak;

3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; dan

4) Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

bersangkutan.

Hapusnya Hak Pakai:

1) Jangka waktunya berakhir.

2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak 

dipenuhi.

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.

4) Dicabut untuk kepentingan umum.

5) Ditelantarkan.

6) Tanahnya musnah.

Fungsi tanah dalam pembangunan digambarkan sebagai berikut:23

21 Indonesia, Undang-Undang tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, op.cit.. Pasal 41.

22 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai Atas Tanah., op.cit., Pasal 46.
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Tanah yang terletak dikota adalah sebagai wadah yaitu sarana untuk 

membangun bangunan-bangunan yang diperlukan. Hak-hak yang dapat diperoleh 

yaitu hak-hak primer dan hak-hak sekunder. Hak-hak yang dapat diperoleh untuk hak 

primer adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik, untuk perumahan atau usaha;

b. Hak Guna Bangunan untuk kantor, tempat usaha, pabrik atau industri;

c. Hak Pakai; dan

d. Hak Pengelolaan, khusus untuk instansi pemerintah.

Hak-hak yang dapat diperoleh untuk hak sekunder adalah sebagai berikut:

a. Hak Sewa;

b. Hak Pakai;

c. Hak Guna Bangunan.

Fungsi tanah yang terletak di desa adalah sebagai faktor produksi yaitu sarana 

untuk membudidayakan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Hak yang 

dapat diperoleh untuk hak primer berupa:

a. Hak Milik, untuk sawah dan kebun;

b. Hak Guna Bangunan unuk perkebunan, peternakan dan perikanan; dan

c. Hak Pakai.

Hak-hak yang dapat diperoleh untuk hak sekunder adalah sebagai berikut:

a. Hak sewa;

b. Hak Pakai;

c. Hak Usaha Bagi Hasil; dan

23 Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan 
Karangan) op. cit.. hal. 124.
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d. Hak Menumpang.

Fungsi tanah tersebut diatas harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 

kesejahteraan pemegang haknya dan masyarakat pada umumnya. Tanah sebagai 

faktor produksi wajib dipelihara dan ditambah kesuburannya serta harus dicegah 

kerusakannya sehingga dapat memaksimalkan lahan tersebut untuk menghasilkan 

produk pertanian, peternakan perikanan untuk kesejahteraan rakyat.

UUPA mengatur berbagai hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah 

Nasional sebagai berikut:24

1. Hak Bangsa Indonesia, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, 

beraspek hukum keperdataan dan hukum publik;

2. Hak Menguasai dari Negara, yang bersumber pada Hak Bangsa dan beraspek 

hukum publik semata. Pelaksanaan sebagian kewenangannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain dalam bentuk Hak Pengelolaan;

3. Hak-hak penguasaan individual, terdiri atas:

a. Hak-hak atas tanah, yang meliputi:

1) Hak-hak atas tanah yang primer yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan 

oleh Negara dan bersumber langsung pada Hak Bangsa Indonesia atas 

tanah. Hak-hak atas tanah yang primer meliputi Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

2) Hak-hak atas tanah yang sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang 

diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber secara tidak langsung pada 

Hak Bangsa Indonesia atas tanah. Hak atas tanah yang sekunder disebut
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pula hak baru yang diberikan di atas tanah Hak Milik dan selalu 

diperjanjikan antara pemilik tanah dan pemegang hak baru dan akan 

berlangsung selama jangka waktu tertentu. Hak-hak atas tanah yang 

sekunder meliputi Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak 

Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai atas tanah dan Hak Menumpang.

b. Hak atas tanah wakaf adalah hak penguasaan atas satu bidang tanah tertentu 

(semula Hak Milik telah diubah statusnya menjadi tanah wakaf), yang oleh 

pemiliknya telah dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagakan 

selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum 

lainnya. Dijadikannya tanah Hak Milik suatu wakaf maka Hak Milik yang 

bersangkutan menjadi hapus, tetapi tanahnya tidak menjadi tanah Negara, 

melainkan memperoleh status yang khusus sebagai tanah wakaf yang diatur 

oleh Hukum Agama Islam.25 Tanah wakaf diatur dalam Pasal 49 UUPA dan 

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977;26

c. Hak-hak jaminan alas tanah atau Hak Tanggungan, tidak memberi 

wewenang bagi kreditur untuk menguasai tanah secara fisik tetapi 

mempunyai wewenang untuk mengeksekusi dengan cara menjual atau

• • *27melelang tanah sebagai barang jaminan apabila debitur cedera janji.

25 Ihid.. hal. 348.

26 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No. 28 I'ahun 1977. 
LN No. 3 Tahun 1977, TLN 310.

27 Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas I anah Beserta Rcnda-Ncnda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, 1 LN No. 3632.
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Dalam Hukum Tanah Nasional dikemukakan mengenai asas-asas yang 

berlaku dalam penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 

tanah, yaitu:28

a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk 

keperluan apapun harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh 

Hukum Tanah Nasional;

b. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa landasan haknya 

(“illegal”), tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU 

51 Prp 1960);

c. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang 

disediakan oleh Hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap 

gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat 

maupun oleh pihak Penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada 

landasan hukumnya;

d. Bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk 

menanggulangi gangguan yang ada:

1) Gangguan oleh sesama anggota masyarakat: gugatan perdata melalui 

Pengadilan Negeri atau meminta perlindungan kepada 

Bupati/Walikotamadya menurut UU 51 Prp 1960 di atas;

2) Gangguan oleh Penguasa: gugatan melalui Pengadilan Umum atau 

Pengadilan Tata Usaha Negara.
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e. Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk 

keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum) 

perolehan tanah yang dihaki seseorang, harus melalui musyawarah untuk 

mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak 

yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak 

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;

f. Bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan 

biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya 

paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang

 ̂haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima 

imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga 

penawaran pembayaran yang diikut dengan konsinyasi pada Pengadilan 

Negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPdt;

g. Bahwa dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang bersangkutan 

diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak 

mungkin menggunakan tanah yang lain, sedang musyawarah yang 

diadakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan 

pengambilan secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan 

pemegang haknya, dengan menggunakan acara pencabutan hak, yang 

diatur dalam UU 20/1961;

h. Bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar 

kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya 

berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya
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meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman milik pemegang hak, 

melainkan juga kerugian-kerugian lain yang dideritanya sebagai akibat 

penyerahan tanah yang bersangkutan;

i. Bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika 

tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan 

hak, haruslah sedemikian rupa, hingga bekas pemegang haknya tidak 

mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat 

ekonominya.

Hak-hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional diperuntukkan

bagi:29

1. Keperluan perorangan diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yaitu berupa

Hak Milik.

2. Keperluan Perusahaan diberikan dengan:

a. Hak Guna Usaha, untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan;

b. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, untuk pengembangan property.

3. keperluan khusus:

a. Untuk keperluan pembangunan kantor untuk kegiatan sehari-hari suatu 

instansi pemerintah seperti Departemen, Jawatan, Pemerintah Daerah, 

Lembaga Non Departemen diberikan dengan Hak Pakai atau Hak 

Pengelolaan. Bagi proyek-proyek seperti lapangan terbang diberikan 

dengan Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari
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Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 

pemegangnya. Baik Hak Pakai maupun Hak Pengelolaan jangka waktunya 

tidak terbats, dalam arti selama diperlukan. Hak Pengelolaan diatur dalam 

Bab III Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan 

Hak Pengelolaan.30

b. Untuk perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional sepeti Kedutaan

Besar, kediaman kepala perwakilan asing diberikan dengan Hak Pakai dan 

luasnya sesuai dengan kebutuhan serta jangka waktunya tidak terbatas.

c. Untuk kegiatan keagamaan atau sosial boleh memiliki tanah untuk keperluan

sosial.31 Memperoleh tanah melalui Badan/yayasan yang bergerak di bidang 

perwakafan tanah dimana tanahnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial 

masyarakat banyak, seperti rumah ibadah, pesantren, pendidikan. Bagi 

keperluan badan keagamaan hak yang paling tepat adalah Hak Pakai 

dengan kemungkinan untuk memperoleh tanah dengan Hak Milik yang 

disebut tanah wakaf.32 Tanah wakaf diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan 

pendaftarannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 6

10 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 
PMNA/Ka. BPN No. 9 tahun 1999, Pasal 67 sampai dengan Pasal 75. selanjutnya dalam tulisan ini 
akan disebut dengan PMNA/Ka. BPN No. 9 tahun 1999.

11 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, op. cit.. Pasal 
49 ayat ( I ).

12 Ibid., Pasal 49 ayat (3).
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tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah 

Milik.

C. TATA CARA PEROLEHAN TANAH DAN PENGUASAAN ATAS TANAH 

MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tata cara memperoleh tanah adalah prosedur sesuai dengan ketentuan hukum 

yang harus ditempuh dengan tujuan untuk menimbulkan suatu hubungan hukum 

antara subjek tertentu dengan tanah tertentu.

Menurut Hukum Tanah Nasional, tata cara untuk memperoleh tanah adalah 

sebagai berikut:33

1. Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah, jika tanah yang diperlukan 

berstatus Tanah Negara.

2. Pemindahan hak, jika:

a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;

b. Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak yang sudah ada;

c. Pemilik bersedia menyerahkan tanah.

3. Pelepasan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas 

tanah, jika:

a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak atau tanah hak ulayat suatu 

masyarakat hukum adat;

b. Pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki hak yang sudah ada;

c. Pemilik bersedia menyerahkan tanahnya.

”  Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, op.cii., hal 174.
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4. Pencabutan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas 

tanah, jika:

a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;

b. Pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya;

c. Tanah tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum.

a. Permohonan Hak

Permohonan hak dipakai apabila tanah yang tersedia adalah Tanah Negara. 

Hak-hak yang dapat diperoleh atas tanah yang dikuasai oleh Negara adalah hak-hak 

primer yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak 

Pengelolaan. Permohonan hak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah,34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara dan Hak Peng,elo\a<vr\5~ dan Peraturan Menteri Negara 

\g,rana/Kepa]a Badan Pertanahan No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

Negara.

Didalam rangka penyelesaian permohonan, perpanjangan dan pembaharuan 

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah Negara dan Hak

11 Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, L,N 
No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696. Pasal 13, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut PP NO. 24 
Tahun 1997.

35 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
tentang 'l ata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, op.cit.. 
Pasal 2 dan 3.
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Pengelolaan, dibentuk Panitia Pemeriksaan Tanah A, sedangkan untuk tanah Hak 

Guna Bangunan Panitia Pemeriksaan B. Jika permohonan hak baru atas Tanah 

Negara dikabulkan maka penerima hak akan menerima Surat Keputusan Pemberian 

Hak Baru (SKPH), yang berisi jenis hak yang diberikan, kewajiban-kewajiban 

penerima hak dan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan untuk dapat dibuatkan Buku 

Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak.

b. Pemindahan Hak

Pemindahan hak adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah 

kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan apabila status hukum pihak yang akan 

menguasai tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang 

tersedia, dan pemegang hak atas tanah tersebut bersedia untuk memindahkan haknya. 

Tanah hak yang dapat dipindahkan yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna 

Usaha, dan Hak Pakai atas Tanah Negara.

Bentuk-bentuk pemindahan hak melalui:

a. Jual beli, bersifat tunai, yaitu pemindahan hak atas tanah dan pembayaran 

teijadi bersamaan sebagaimana konsepsi hukum adat.

b. Tukar menukar, hak atas tanah tertentu ditukar dengan hak atas tanah lain 

yang sejenis.

c. Hibah, pemindahan hak yang diberikan secara cuma-cuma

d. Hibah wasiat, pemindahan hak kepada penerima wasiat teijadi apabila 

pemberi wasiat sudah meninggal dunia.
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e. Pemasukan/inbreng, pemindahan hak dari pemegang saham kepada 

perseroan sebagai bukti pembayaran sahamnya dalam perseroan

c. Pembebasan/Pelepasan Tanah

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan 

hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya 

dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.36

Istilah pembebasan hak atau pelepasan hak dipakai ditinjau dari pemegang 

hak atas tanah yang tanahnya diperlukan oleh pihak lain. Pelepasan hak sebagai 

proses awal bagi perolehan tanah oleh pihak lain yang hendak menguasai tanah 

untuk kepentingan pembangunan. Pemegang hak melepaskan haknya setelah melalui 

proses musyawarah berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang dapat berupa:37

a. Uang;

b. Tanah pengganti;

c. Pemukiman pengganti;

d. Gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian yang dimaksud huruf

a.b.c;

e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Terhadap tanah Hak Ulayat, ganti kerugiannya diberikan dalam bentuk lain

yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

16 Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengadaan lanah Bagi Pelaksanaan P em bangunan  
Untuk Kepentingan Umum, op.cit.. Pasal I angka 2.

17 /A/Y/., Pasal 13.
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Acara pelepasan hak ini ditempuh jika pihak yang bermaksud memperoleh 

dan menguasai tanah yang berstatus Hak Milik maupun bekas Hak Milik Adat, 

namun tidak memenuhi syarat sebagai subjek pemegang hak selanjutnya atas tanah 

tersebut melalui pemindahan/pelepasan hak sacara langsung yang menurut ketentuan 

Pasal 26 ayat (2) UUPA, perbuatan hukum pemindahan hak itu batal demi hukum, 

tanahnya menjadi Tanah Negara, uang yang telah dibayarkan tidak dapat diminta 

kembali dan beban-beban pihak lain di atas tanah tersebut masih tetap berlangsung. 

Pihak yang akan menjadi pemegang hak atas tanah tersebut harus mengajukan 

permohonan hak baru kepada Negara sesuai dengan peruntukannya.38

Dalam proses pengadaan tanah yang teijadi di beberapa Daerah Tingkat II 

wilayah Kabupaten/Kotamadya, maka dilakukan dengan bantuan Panitian Pengadaan 

Tanah tingkat Propinsi yang dketuai atau dibentuk oleh Gubernur KDH Dati I yang 

bersangkutan yang susunan keanggotaannya sejauh mungkin mewakili instansi- 

instansi yang terkait di tingkat Propinsi dan Dati II yang bersangkutan. Tugas-tugas 

Panitia Pengadaan Tanah yang diatur dalam Pasal 8 Keppres 55 tahun 1993 antara 

lain:

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan 

benda-benda yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan;

2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan 

dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya 

akan dilepaskan atau diserahkan;

18 Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi, op.cit., hal. 140.
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4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah 

mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi 

pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau 

besarnya ganti kerugian;

6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para 

pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain diatas tanah;

7. Membuat berita acara pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah.

Dalam musyawarah menyangkut ganti kerugian adalah dasar penghitungan 

dan cara perhitungan ganti kerugian. Keppres No. 55 Tahun 1993 memberikan 

pedoman yaitu, harga tanah yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan 

Bangunan tahun terakhir tanah yang dimaksud, apabila terjadi ketidaksepakatan 

didalam musyawarah penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian maka Panitia 

Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan bcsaYWya 

kerugian. Keputusan itu tidak Oan harus diterima oleh para pemegang hak

atas tanah yang akan dibebaskan, karena pemegang hak atas tanah memiliki hak 

untuk menolak/keberatan dan alasan-alasannya dapat diajukan kepada Gubernur. 

Gubernur wajib mengupayakan penyelesaian terhadap bentuk dan/atau besarnya 

ganti kerugian tersebut dengan mendengarkan pertimbangan pendapat dan keinginan 

semua pihak dan dari situ Gubernur dengan mendengarkan juga pertimbangan 

Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan yang mengukuhkan atau dapat 

mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya
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ganti kerugian yang akan diberikan kepada pemegang hak atas tanah oleh instansi 

pemerintah yang memerlukan tanah.

d. Pencabutan hak

Pencabutan hak yaitu pengambilan tanah kepunyaan pihak lain oleh 

Pemerintah secara paksa untuk keperluan penyelenggaraan kepentingan umum 

dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada yang mempunyai tanah. 

Peraturan yang mengatur mengenai pencabutan hak adalah Pasal 18 UUPA; UU No. 

20 tahun 1961; Keppres No. 55 tahun 1993. Syarat-syarat melaksanakan Pencabutan 

Hak adalah:

1. Tanah yang diperlukan benar-benar untuk kepentingan umum;

2. Merupakan upaya terakhir untuk menguasai tanah yang diperlukan dan hanya 

digunakan dalam keadaan memaksa;

3. Harus ada ganti rugi yang layak;

4. Harus dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden.

D. IZIN LOKASI

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal menurut 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 

tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang berlaku pada tanggal 10 Pebruari 1999, wajib 

mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau 

Kota, sebelum melakukan kegiatan perolehan tanahnya.
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Didalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 disebutkan pengertian Izin Lokasi, 

yaitu:

‘iz in  yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang 
diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin 
pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan 
usaha penanaman modalnya.”39

Didalam peraturan tersebut disebutkan pula tanah yang dapat ditunjuk dalam 

Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata yang Ruang Wilayah (RTRW ) 

yang berlaku peruntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman 

modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman 

modal yang dipunyainya, yaitu:

a. Jangka waktu berlakunya Izin Lokasi.

Disamping pembatasan luas maksimum, jangka waktu berlakunya Izin 

Lokasi dibatasi dalam rangka kegiatan perolehan tanahnya, yaitu 

perolehan tanahnya wajib diselesaikan dalam jangka waktu yang 

ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999, dengan ketentuan 

sebagai berikut:40

1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:

a) Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha: l (satu) tahun;

39 Kementrian Agraria, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
tentang Izin Lokasi, Permen Agraria No. 2 tahun 1999, Pasal I.

Ihid., Pasal 5.
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b) Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha sampai dengan 50 Ha: 2 

(dua) tahun;

c) Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha: 3 (tiga) tahun.

2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam 

jangka waktu Izin Lokasi.

3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat 

diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah 

yang sudah diperoleh sudah mencapai lebih dari 50 % dari luas tanah 

yang ditunjuk Izin Lokasi.

4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 

Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan 

oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang 

sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal 

dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan 

ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan 

perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan 

satu kesatuan bidang;

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi 

syarat.

b. Pembatasan maksimum luas tanah untuk skala besar.
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Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999, Izin Lokasi hanya dapat 

diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

memperoleh tanah dengan luas tertentu, sehingga jika perusahaan tersebut 

berhasil membebaskan seluruh areal tanah yang ditunjuk, maka luas 

penguasaan areal tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan- 

perusahaan lain yang merupakan suatu group perusahaan dengannya tidak 

lebih dari luasan untuk kawasan perumahan dan pemukiman adalah:

1. satu propinsi : 400 Ha

2. seluruh Indonesia : 4000 Ha

Didalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi diatur mengenai hak dan 

kewajiban pemegang Izin Lokasi, yaitu:41

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin 

Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan 

pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual 

beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.

2. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, m aka 

semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang

"  Ibid.. Pasal 8.
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bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang 

menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda 

bukti hak (setipikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan 

tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang 

yang berlaku serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

3. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas 

tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang 

dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan 

umum.

4. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak 

lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang 

memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai 

dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan

yang bersangkutan dalam hal:

1. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang 

saham,

2. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh 

perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh 

rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh 

persetujuan dari instansi yang berwenang,

42 fbid.. Pasal 2 angka 2.
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3. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha 

industri dalam suatu kawasan industri,

4. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara 

pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan 

pengembangan tersebut,

5. Tanah yang diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan 

untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha 

yang bersangkutan,

6. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak 

lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih 

dari 10.000 M2 (sepuluh meter persegi) untuk usaha bukan pertanian,

7. Tanah yang akan digunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal 

adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan 

ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana 

Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai 

dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

E. PENGADAAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. SHANTIKA 

SURYA ALANDHA

PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA merupakan suatu Badan Hukum

Indonesia yang berkedudukan di Bogor, yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian

Badan Hukum yang telah mengalami beberapakali perubahan, terakhir berdasarkan
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akta tanggal 30 Januari 2001 Nomor 43, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, 

Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak 

Azasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2001 Nomor C- 

15892.HT.01.04.Th.2001. Salah satu proyek yang sedang dilaksanakan oleh PT. 

SHANTIKA SURYA ALANDHA yaitu pembangunan perumahan yang lokasi 

tanahnya terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa 

Cipambuan.

PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO adalah Badan Hukum yang 

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah dimuat dan diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juli 1993 Nomor 3168, 

Tambahan Nomor 56 kemudian anggaran dasar mana telah beberapa kali dirubah dan 

perubahan terakhir telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 25 September 1998 Nomor 5495, Tambahan Nomor 77. Salah satu 

proyek yang sedang dilakukan yaitu pembangunan perumahan yang lokasi tanahnya 

terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Cipambuan.

Didalam rangka penyelenggaraan pembangunan perumahan, PT. 

SHANTIKA SURYA ALANDHA harus melalui beberapa, tahapan guna 

mendapatkan perolehan dan penguasaan atas tanah secara legal.

Tahap pertama yang harus dilakukannya adalah dengan mengajukan Surat 

Permohonan Izin Lokasi, apabila perusahaan pembangunan tidak memiliki izin 

tersebut maka dilarang untuk melakukan kegiatan memperoleh tanah bagi keperluan 

usahanya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
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Dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi kepentingan masyarakat 

umum untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan sosial, PT. 

SHANTIKA SURYA ALANDHA telah mengajukan permohonan Izin Lokasi 

pembangunan perumahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 Pasal 6, tata cara permohonan Izin 

Lokasi adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Izin Lokasi diajukan oleh perusahaan yang 

bersangkutan kepada kantor pertanahan dengan melampirkan surat 

persetujuan Penanaman Modal bagi Penanaman Modal Dalam 

Negeri(PMDN) atau Surat Pemberitahuan dari Presiden bagi 

Penanaman Modal Asing(PMA) atau Surat Persetujuan Prinsip dari 

departemen teknis bagi non PMA/PMDN. Tembusannya disampaikan 

kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Koordinasi Penanaman Modal 

untuk PMA/PMDN, instansi vertikal departemen teknis di daerah 

kabupaten atau kotamadya untuk non PMA/PMDN, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten atau Kotamadya dan 

khusus bagi DKI Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tk. I.

b. Dalam surat permohonan disebutkan:

1) Nama dan identitas yang mewakili perusahaan

2) Harus ditunjukkan dengan jelas rencana penggunaan tanah yang 

akan dimohonkan

3) Keterangan tentang perusahaannya:
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a) Nama perusahaan yang bersangkutan, badan usaha;

b) Alamat perusahaan;

c) Rekanan akta pendirian perusahaan;

d) Rekanan Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4) Keterangan tentang tanah yang akan dimohonkan Izin Lokasi:

a) Luas areal tanahnya;

b) Letak tanahnya;

c) Sketsa gambar kasar;

d) Status tanahnya;

e) Penggunaan tanahnya sekarang.

5) Kelengkapan permohonan:

a) Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi 

dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi bekas 

pemilik atau yang berhak atas tanah.

b) Uraian rencana proyek yang akan dibangun sebagaimana 

tercantum dalam proyek proposal yang diajukan pada saat 

permohonan Izin Prinsip kepada Pemda setempat.

. Mempersiapkan Izin Lokasi, kepala kantor pertanahan mengadakan 

koordinasi dengan instansi terkait antara lain:

1) Asisten sekretaris

2) Badan Perencanaan Pembangunan Perumahan (BAPPEDA)

3) Dinas Pekerjaan Umum

4) Instansi-instansi dan camat yang terkait
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d. Dalam rapat koodinasi tersebut, hal-hal penting yang harus 

diperhatikan adalah kesesuaian dengan RTRW atau rencana lainnya 

yang dipakai sebagai acuan walaupun sebelumnya perusahaan 

tersebut telah melakukan suatu studi kelayakan. Memperhatikan 

kemungkinan adanya tumpang tindih dalam peruntukkannya juga 

kepastian lokasi dan luas tanah yang diberikan, status tanah yang 

dimohon, kepentingan pihak ketiga yang ada dilokasi yang dimohon 

dan persyaratan yang masih diperlukan. Peninjauan lapangan dapat 

dilakukan apabila dipandang perlu, jika data yang disajikan pemohon 

diragukan.

e. Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang 

ditandatangani oleh peserta rapat yang bersangkutan. Laporan hasil 

rapat koordinasi dipakai sebagai bahan pertimbangan walikota atau 

bupati untuk mengambil keputusan penerbitan Izin Lokasi.

f. Selain mengadakan rapat koordinasi, harus disertai dengan konsultasi 

dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang 

dimohon dengan mempertimbangkan empat aspek:

1) Penyebaran informasi mengenai rencana penanaman modal yang 

akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana 

perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan 

dengan perolehan tanah tersebut.
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2) Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk 

memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan 

mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui.

3) Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk 

memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan.

4) Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk 

dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam 

pelaksanaan Izin Lokasi.

g. Keputusan Kepala kantor pertanahan atas permohonan Izin Lokasi 

sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari keija 

terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dengan 

tembusan kepada Bupati atau walikotamadya dan instansi yang 

terkait.

Berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah 

mengabulkan permohonan Izin Lokasinya yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan 

Kepala Kantor Pertanahan tertanggal 7 Desember 1993 Nomor .460.21/35/IL- 

R/KPN/93 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas ± 150 Ha terletak di Desa 

Cadasngampar Kecamatan Kedunghalang dan Desa Cipambuan Kecamatan 

Citeureup Kabupaten Dati II Bogor untuk Pembangunan Perumahan atas nama PT. 

SHANTIKA SURYA ALANDHA. Izin Lokasi tersebut diperpanjang lagi 

berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Nopember 1994 Nomor 

28/S3A/XI/1994 yang kemudian terbitlah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
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tanggal 22 Desember 1994 Nomor 460.2/308/IL-R/KPN/94, dengan jangka waktu 

satu tahun.

PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA sesuai dengan suratnya Nomor 

107/GSC/DC/2007 tanggal 8 September 2007 mengajukan permohonan izin lokasi 

lagi untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka pembangunan 

perumahan seluas ± 10 Ha di Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja. Lokasi yang 

dimohon merupakan tanah-tanah yang belum terbebaskan dari Izin Lokasi terdahulu, 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 tahun 2000 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, berada dalam peruntukan ruang 

pemukiman perkotaan. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Bogor tertanggal 20 Desember 2007 Nomor 591/655/KPTA/Huk/2007 tentang 

Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA untuk 

memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka pembangunan perumahan seluas ± 

10 Ha di Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja telah mengabulkan permohonan 

Izin Lokasi tersebut.

PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA melakukan tahapan selanjutnya yaitu 

kegiatan perolehan tanah yang dilakukan, secara langsung antara pihak yang 

berkepentingan dengan diikuti pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) 

dari pemegang hak asal yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Kantor 

Pertanahan/Notaris/camat setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk 

dan besarnya ditentukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pemberian ganti rugi yang akan diberikan oleh PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA bervariasi, tergantung dari harga pasaran setempat, letak dan jenis tanah.
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kondisi ekonomi setempat dan status tanah yang tersedia. Diharapkan dengan adanya 

musyawarah dapat tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai ganti 

rugi tersebut sehingga dapat memperlancar dalam proses perolehan tanahnya.

Musyawarah merupakan kesepakatan bersama diantara seluruh warga pemilik 

tanah dan pihak yang membutuhkan tanah. Didalam musyawarah untuk mencapai 

kesepakatan bersama tidak boleh terdapat unsur penipuan, kesesatan, dan atau 

paksaan.43

Status tanah yang tersedia untuk pembangunan perumahan dilokasi yang 

telah memperoleh Izin Lokasi atas nama PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA 

adalah berstatus tanah bekas Hak Milik Adat, sehingga tata cara yang ditempuh 

untuk memperoleh tanah yang tersebut adalah dengan cara pembebasan Hak Atas 

Tanah.

Pemerintah menyediakan alternatif lain selain dengan pembebasan Hak Atas 

Tanah yaitu dengan pemindahan hak yang didahului dengan perubahan hak. 

maksudnya adalah pemindahan hak ini baru dapat dilaksanakan setelah status tanah 

yang akan dikuasai oleh perusahaan pembangunan perumahan telah dirubah melalui 

perubahan hak yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan stempat, menjadi 

Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP), agar dapat dikuasai oleh 

perusahaan pembangunan perumahan tersebut, setelah dilaksanakan perubahan hak, 

barulah jual beli dapat dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

berwenang. Pemindahan hak yang didahului dengan perubahan hak diatur dalam 

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 21 tahun 1994 tentang Tata Cara

•n Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Malang: 
Bayumedia Publishing, 2007), hal. 32-33.
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Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal, yang mulai 

berlaku tanggal 7 Desember 1997 dan sejak tanggal 24 Oktober 1999 diatur lebih 

lanjut prosesnya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya tentang perubahan hak yang 

terdapat dalam Pasal 93 sampai Pasal 102.

Pedoman didalam pelepasan haknya, PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA 

harus mengupayakan data kepemilikan tanah, antara lain berupa grafik/SPPT (Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang); Buku C Desa/DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan 

Pajak); serta Peta dari foto udara Dinas Pemetaan Daerah setempat.

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA untuk keperluan permohonan hak. Tahap pertama adalah proses 

pelepasan Hak Atas Tanah. Tahap ini di awali dengan dilakukan musyawarah yang 

dilakukan oleh PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA dengan pemilik tanah yang 

bersangkutan. Didalam musyawarah tersebut ditentukan mengenai dua hal yang 

merupakan kesepakatan antara pihak-pihak tersebut, yaitu kesepakatan mengenai 

besarnya ganti rugi yang akan diterima oleh pemilik tanah serta kesepakatan 

mengenai kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya, yang kemudian akan 

dimohonkan sesuai dengan keperluan perusahaan pembangunan perumahan tersebut. 

Kedua hal tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) yang 

dibuat dihadapan Camat Citeureup dan disaksikan oleh Kepala Desa Cipambuan. 

Tanah yang sudah dilepaskan haknya akan berubah statusnya menjadi Tanah Negara.
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Tahap kedua adalah pengukuran tanah, sebelum dilakukan pengukuran tanah, 

perusahaan pembangunan perumahan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan 

yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan melampirkan 

berkas-berkas sebagai berikut:

a. Fotocopy Company Profile

b. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak

c. Fotocopy Izin Lokasi

d. T anda bukti pembayaran Surat Perintah Setor (SPS)

e. Surat pernyataan telah memasang tanda batas

Kegiatan pengukuran tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Bogor bagian seksi survey Pengukuran dan Pemetaan, yang disaksikan oleh

pemilik tanah; pihak perusahaan pembangunan perumahan serta wakil dari

Kantor Kepala Desa Cipambuan.

Tahap ketiga adalah melakukan pemeriksaan dan pengolahan data. Tahap 

ketiga ini dilakukan apabila telah selesai dilakukan pengukuran. Hasil dari kegiatan 

pengukuran adalah Peta Bidang Tanah yang sesuai dengan bidang tanah yang diukur 

tersebut. Peta bidang tanah tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey 

Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan diserahkan 

kepada perusahaan pembangunan perumahan sebagai pemohon.

Tahap keempat adalah kegiatan monitoring, yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bogor terhadap perolehan tanah yang dilakukan oleh 

perusahaan pembangunan perumahan. Monitoring menelaah sudah sejauh mana 

proses perolehan tanah tersebut. PT. SHANT1KA SURYA ALANDHA telah
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mendapat surat Keputusan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 

410/14/MPT/IV/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Monitoring perolehan tanah atas 

nama PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA untuk Pembangunan Perumahan 

Terletak di Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Tahap kelima adalah dengan dilakukannya pemeriksaan tanah. Pemeriksaan 

ini dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A” sehubungan dengan telah 

diterimanya permohonan Hak Guna Bangunan dari perusahaan pembangunan 

perumahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Tahap yang terakhir yaitu permohonan hak. PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak 

di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor seluas 86.747 

M2. Areal tanah yang diperoleh oleh PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA melalui 

pelepasan hak, mengakibatkan tanah tersebut berstatus Tanah Negara dan sebagai 

tindak lanjut untuk penguasaan tanahnya secara legal, maka perusahaan 

pembangunan perumahan mengajukan permohonan hak yang baru kepada Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Ka-Kanwil BPN) Propinsi Jawa Barat, 

yang sesuai dengan keperluannya yaitu Hak Guna Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pertimbangan aspek Tata Guna Tanah 

(TGT) untuk permohonan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bogor yang menyatakan bahwa letak tanah yang ada di Desa Cadasngampar, 

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor seluas ± 12.301 M2, penggunaan tanahnya 

saat ini adalah tanah kosong siap bangun dan tegalan, dan rencana tata ruan^ 

wilayahnya diperuntukkan bagi kawasan pemukiman perkotaan. Ka-Kanwil BPN
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Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 293-320.2-32-2007 

tanggal 10 Oktober 2007 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah seluas 

45.762 M2, terletak di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten 

Bogor, atas nama PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA, berkedudukan di Bogor. 

Pertimbangannya bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang terdiri dari 

bekas Milik Adat yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara 

fisik berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh 

Camat Citeureup yang disaksikan oleh Kepala Desa Cipambuan. Hak Guna 

Bangunan diberikan untuk jangka waktu tiga puluh tahun dengan perpanjangan 

selama dua puluh tahun. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) oleh 

pejabat yang berwenang tersebut, disampaikan kepada perusahaan pembangunan 

perumahan dan juga kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor.

SKPH yang telah diberikan kepada perusahaan pembangunan perumahan 

menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Ada dua kewajiban, yang 

pertama sehubungan dengan pemberian hak dan yang kedua sehubungan dengan 

penguasaan tanahnya. Kewajiban sehubungan dengan pemberian hak yaitu sebagai 

berikut:

a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

b. Membayar uang pemasukan;

c. Mendaftarkan hak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Bogor;

Kewajiban sehubungan dengan penguasaan tanahnya yaitu sebagai berikut:

a. Memelihara tanda-tanda batas;

L
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b. Menggunakan tanahnya secara optimal;

c. Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanahnya;

d. Menggunakan tanahnya sesuai dengan kondisi lingkungan hidup;

e. Kewajiban yang tercantum dalam sertipikat.

Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan 

pembangunan perumahan karena jika tidak dilaksanakan maka Menteri dapat 

membatalkan haknya (Pasal 103 PMNA/Ka. BPN Nomor 9 tahun 1999).

Didalam proses pendaftaran hak yang bersangkutan, Kantor Pertanahan Seksi 

Pendaftaran Tanah membukukan hak yang bersangkutan dalam Buku Tanah dan 

mencantumkan nomor urut hak yang bersangkutan dan dilampirkan Surat Ukur pada 

Buku Tanah tersebut. Buku Tanah merupakan tanda bukti hak secara yuridis, 

sedangkan keterangan dari segi fisik tanahnya terdapat dalam Surat Ukur atau 

Gambar Situasinya. Pada saat hak itu dicatat pada Buku Tanah, didalamnya tertera 

antara lain siapa subjeknya, maka pada saat itu pula timbul hubungan hukum yang 

kongkrit antara subyek dengan tanahnya secara legal.

Bukti kepemilikan atas tanah yang dipunyai subyeknya, maka kepada PT. 

SHANTIKA SURYA ALANDHA diberikan sertipikat Hak Guna Bangunan, yang 

terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur, sehingga PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah haknya dengan aman dan 

bila perlu dapat menggunakan tanahnya sebagai jaminan hutang.
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F. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGADAAN TANAH YANG 

DILAKUKAN OLEH PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA

1. Hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam melakukan 

pelepasan tanah.

Didalam Hukum Tanah Nasional, tata cara perolehan tanah dapat dilakukan 

tergantung dari status tanah yang tersedia (misalnya Tanah Negara, tanah Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat, tanah Hak Milik dan tanah hak lainnya); status hukum 

pihak yang memerlukan tanah (apakah perorangan atau badan hukum) serta 

tergantung dari kesediaan pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanahnya.

Status tanah yang tersedia bagi PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA untuk 

pembangunan perumahan di areal Izin Lokasi yang telah ditentukan yaitu di Desa 

Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor adalah tanah bekas Hak 

Milik Adat. PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA menggunakan tata cara 

perolehan tanah dengan pembebasan hak. Istilah pembebasan hak di dalam 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diganti dengan 

pelepasan hak atau penyerahan Hak Atas Tanah yaitu kegiatan melepaskan bubungan 

hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasai dengan 

memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

Pelepasan hak dipilih karena subjek hukum yang memerlukan tanah yaitu PT. 

SHANTIKA SURYA ALANDHA berstatus Badan Hukum Indonesia (BHI), 

sehingga tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Atas Tanah yang tersedia (bekas 

Hak Milik Adat), hal ini dilakukan agar tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 2
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Undang-Undang Pokok Agraria, karena jika langsung dilakukan pemindahan hak 

maka perbuatan hukumnya menjadi batal demi hukum, tanahnya jatuh kepada 

Negara dan uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan beban-beban 

pihak lain di atas tanah itu masih tetap eksis.

Didalam melakukan pelepasan hak atas tanah, PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA harus memiliki Izin Lokasi terlebih dahulu sesuai dengan isi dari pasal- 

pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Izin lokasi ini 

merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Izin Lokasi yang diperoleh, PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA melakukan pelepasan hak, bahwa kemudian diketahui bahwa baik PT. 

SHANTIKA SURYA ALANDHA maupun PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO 

sama-sama melakukan kesalahan dalam hal pelepasan hak tersebut.

PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA diketahui sebagai pemilik dan yang 

berhak atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Cipambuan, Kecamatan 

Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan luas kurang lebih 87.612 M2 yang 

berada atau terletak didalam areal Izin Lokasi PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO. 

dan PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO adalah pemilik dan yang berhak atas 

beberapa bidang tanah dengan luas kurang lebih 66.104 M2 yang terletak di didalam  

areal Izin Lokasi PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Notaris-PPAT, Kabupaten Bogor, 

dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut diatas adalah
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dari kesalahan dari pihak perseroan itu sendiri dalam hal pelepasan hak. Areal Izin 

Lokasi yang dimiliki oleh PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA maupun PT. 

SIGMAELTRA PROPERTINDO terletak bersebelahan. Didalam areal Izin 

Lokasinya tidak ada batas yang jelas atau pasti sehingga mengakibatkan kesalahan 

dalam hal melakukan pelepasan tanah atau yang dalam praktek lebih dikenal dengan 

istilah kesalahan “belanja tanah”.

2. Cara yang ditempuh untuk memperoleh kembali beberapa bidang 

tanah yang tidak termasuk dalam Izin Lokasinya.

Pembangunan perumahan itu harus dibangun didalam areal yang telah 

ditentukan dalam Izin Lokasi yang telah diperoleh, oleh karena ternyata teijadi 

kesalahan dalam pelepasan haknya yang mengakibatkan untuk kedepannya akan 

menghambat dalam pembangunan perumahan, maka baik PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA maupun PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO telah sepakat untuk 

menyelesaikan masalah ini secara baik-baik.

Kedua perseroan tersebut akhirnya mengambil cara penyelesaian dengan 

melakukan peijanjian. Kedua belah pihak sepakat untuk saling melepaskan hak 

miliknya masing-masing tanpa adanya pembayaran tambahan ataupun ganti rugi 

berupa apapun walaupun ada perbedaan luas tanah, dimana hal tersebut dituangkan 

dalam suatu perjanjian yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2007 oleh Notaris di 

Jakarta.

Dimana dalam peijanjian tersebut menerangkan bahwa:

1. Bahwa PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA adalah pemilik dan yang berhak 

atas beberapa bidang tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan
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Babakan Madang, Desa Cipambuan dengan luas kurang lebih 87.612 M2 yang 

berada atau terletak di dalam areal Izin Lokasi PT. SIGMAELTRA 

PROPERTINDO, sebagaimana ternyata dan diuraikan lebih lanjut dalam “Daftar 

Tanah PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA di lokasi PT. SIGMAELTRA 

PROPERTINDO”- untuk selanjutnya akan disebut TANAH.

2. Bahwa PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO adalah pemilik tanah dan yang 

berhak atas beberapa bidang tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan 

Babakan Madang, Desa Cipambuan dengan luas kurang lebih 66.104 M2 yang 

berada atau terletak didalam areal Izin Lokasi PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA, sebagaimana ternyata dan diuraikan lebih lanjut dalam PT. 

SIGMAELTRA PROPERTINDO membeli lahan di areal PT. SHANTIKA 

SURYA ALANDHA”- untuk selanjutnya akan disebut TANAH I.

3. Bahwa PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA bermaksud untuk melepaskan hak 

miliknya kepada PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO untuk ditukarkan dengan 

tanah hak milik PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO sebagaimana PT. 

SIGMAELTRA PROPERTINDO bersedia melepaskan hak miliknya kepada P I . 

SHANTIKA SURYA ALANDHA untuk ditukar dengan tanah hak m ilik PT. 

SHANTIKA SURYA ALANDHA.

4. Bahwa pihak-pihak telah memiliki bukti-bukti awal sehubungan dengan 

kepemilikan mereka atas tanah tersebut.

5. Bahwa dokumen-dokumen berkenaan dengan bukti awal kepemilikan tersebut 

telah diperiksa dan diserahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Kesalahan yang..., Susilowati, FH UI, 2008



Bahwa pihak-pihak telah mengetahui dengan baik mengenai letak dan kondisi 

dari tanah tersebut.

Bahwa tukar menukar tersebut pelaksanaannya dilakukan segera setelah segala 

syarat untuk pelaksanaannya tersebut telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam perjanjian tersebut, disebutkan dalam pasal-pasalnya bahwa: 

Pihak-pihak secara tegas menerangkan bahwa mereka telah mengetahui letak, 

keadaan/kondisi dan surat-surat serta dokumen-dokumen mengenai dan 

berkenaan dengan TANAH dan TANAH I dan menerimanya dalam keadaan apa 

adanya.

Pihak-pihak dengan ini secara tegas telah saling memberikan pembebasan dan 

pelunasan sepenuhnya satu terhadap yang lain dari segala tuntutan dan/atau 

kekurangan-kekurangan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan 

berkenaan dengan letak, keadaan/kondisi dan surat-surat serta dokumen- 

dokumen mengenai dan berkenaan dengan TANAH dan TANAH I tersebut. 

Tukar menukar antara TANAH milik PT. SHANTIKA dengan TANAH I milik 

PT. SIGMAELTRA yang pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan 

tanpa adanya pembayaran tambahan ataupun ganti rugi berupa dan berupa 

apapun juga dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, walaupun ada 

perbedaan antara luas TANAH dengan luas TANAH I.

TANAH akan menjadi hak dan milik PT. SIGMAELTRA sedangkan TANAH I 

akan menjadi hak dan milik PT. SHANTIKA mulai hari ditandatanganinya akta-
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akta yang berkenaan, akan tetapi segala keuntungan yang diperoleh dari dan 

segala kerugian yang diderita dengan TANAH dan TANAH I mulai 

ditandatanganinya akta ini diperoleh atau dipikul oleh pihak-pihak yang 

menerima dan melakukan tukar menukar dimaksud dalam akta ini.

5. Kedua belah pihak satu dengan yang lain saling menjamin bahwa TANAH benar 

milik PT. SHANTIKA dan TANAH I benar milik PT. SIGMAELTRA, tidak 

dijaminkan secara bagaimanapun juga dan bebas dari sita, tidak tersangkut dalam 

suatu perkara ataupun sengketa serta belum dijual/dioperkan/ditukarkan atau 

dijanjikan untuk dijual/dioperkan/ditukarkan kepada siapa pun masing-masing 

pihak tidak akan mendapat gangguan dan atau rintangan dari pihak lain mengenai 

hal itu.

6. Pihak-pihak dengan berjanji dan mengikatkan diri mereka masing-masing serta 

berkewajiban untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada pihak lainnya yang 

memerlukan bantuan sehubungan dengan pengurusan kelengkapan segala surat 

dan dokumen yang masih diperlukan oleh masing-masing pihak untuk 

memperoleh sertipikat (tanda bukti hak) atas dan terhadap TANAH dan TANAH

I, sedemikian sehingga diperoleh :

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas TANAH yang terdaftar atas nama PT.

SIGMAELTRA;

b. Serpikat Hak Guna Bangunan atas TANAH I yang terdaftar atas nama PT.

SHANTIKA;
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Kesemuanya itu atas biaya masing-masing pihak yang berkepentingan.

7. Pihak-pihak beijanji dan mengikat dirinya serta berkewajiban untuk dan atas 

biaya dan resiko masing-masing pihak yang berkepntingan, mengurus dan 

melakukan segala sesuatu yang diperlukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sertipikat (-sertipikat) Hak Guna Bangunan:

a. Atas TANAH yang terdaftar atas nama PT. SIGMAELTRA, dan

b. Atas TANAH I yang terdaftar atas nama PT. SHANTIKA.

8. Pajak-pajak berkenaan dengan tukar menukar dimaksud dalam akta ini dipikul 

dan harus dibayar oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

9. Biaya pembuatan akta ini dipikul dan harus dibayar oleh PT. SHANTIKA dan 

PT. SIGMAELTRA, masing-masing untuk 1/2 bagian yang sama besanya.

PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA bermaksud untuk mengurus sertipikat 

induk Hak Guna Bangunan, oleh karena itu PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA 

dari perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pelepasan hak utama atas 

tanah yang dituangkan dalam akta pelepasan hak utama atas tanah yang dibuat pada 

tanggal 11 Juni 2007 oleh Notaris di Bogor. Dimana dalam akta tersebut 

menyebutkan bahwa PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO bersedia untuk 

melepaskan hak utama dan/atau hak-hak lainnya secara resmi kepada PT. 

SHANTIKA SURYA ALANDHA atas tanah yang dimiliknya seluas kurang lebih 

66.104 M2 yang berada dalam areal Izin Lokasi PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA.

Kesalahan yang..., Susilowati, FH UI, 2008



BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari serangkaian uraian pembahasan dan analisis yang penulis kemukakan 

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA maupun PT. SIGMAELTRA 

PROPERTINDO telah melakukan kesalahan didalam melakukan 

pelepasan tanah untuk pembangunan perumahan. Hal tersebut teijadi 

dikarenakan areal Izin Lokasi yang dimiliki oleh PT. SHANTIKA 

SURYA ALANDHA maupun PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO 

terletak bersebelahan. Didalam areal Izin Lokasinya tidak ada batas yang 

jelas atau pasti sehingga mengakibatkan kesalahan dalam hal melakukan 

pelepasan tanah atau yang dalam praktek lebih dikenal dengan istilah 

kesalahan “belanja tanah”.

2. Kesalahan pelepasan tanah tersebut, oleh PT. SHANTIKA SURYA 

ALANDHA dan PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO diatasi secara 

damai (musyawarah), yaitu dengan dibuatnya perjanjian yang didalamnya 

mereka saling melepaskan hak-haknya.
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B. SARAN

1. Didalam areal Izin Lokasi yang telah di miliki seharusnya diberi tanda 

batas yang jelas atau pasti sehingga tidak akan teijadi kesalahan dalam hal 

pelepasan tanah.

2. Pihak perseroan hendaknya lebih teliti lagi dalam melakukan pelepasan 

tanah yang mengacu kepada Izin Lokasi yang telah dimiliki.
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H P a d a  hari ini, Kamis tanggal 08-03-2007 (deiapan Maret

duaribu tujuh) pukul 15.12 (limabelas lewat duabelas-----

ir.enit) Waktu Indonesia Barat.-------------------------------

Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi----

sakffi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan-----

disebutkan dibagian akhir akta ini :-----------------------

1. Tuan DEDI KURNIAWAN, lahir di Bandung pada tanggal----

30-09-1954 (tigapuluh September seriou sembiianratus—

limapuluh empat), swasta, bertempat tinggal di---------

Jakarta, Permata Hijau Blok H/3 Rukun Tetangca 010----

Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan----

j Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Ke r t: u TancE.-

s Penduduk nomor 0'J.5305.300954.023?, Warga Negara------
»

I Indonesia.--------------------------------------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak------

dalam jabatannya sebagai Direktur satu-satunya dan- 

sebagai demikian sesuai ketentuan pasal 11 ayat 6 b 

anggaran dasar Pe.rseroan mewakili Direksi dan untuk

tindakan hukum dalam akta ini sesuai ketentuan-----

Pasal 11 ayat 3 anggaran dasar Perseroan telah-----

mendapat persetujuan dati satu-satunya Komisaris---

Perseroan, yaitu tuan SAIMAN ERNAWAN berdasarkan---

Surat Persetujuan Komisaris yang dibuat dibawah----

tangan tangcfal 05-03-2007 (lima Haret duaribu-----—

tujuh), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minit-

akta ini, sebagai demikian sah mewakili dan----- -—

^bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatr.as---

|Hadir dihadapan saya, VERONICA LILY DHARMA. Sarjana
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PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA, berkedudukan di Bogor.-

yang akta pendirian dan perubahan-perubahannya-----

termaktub dalam akta-akta ------------------------------

- tertanggal 14--12-1991 (empatbelas Desember seribu 

|sembilan ratus sembilanpuluh satu) nomor 130 dan-

itertanggal 07-04-1993 (tujuh April seribu---------

|sembilanratus sembilanpuluh tiga) nomor 2 3 , -------
}
j keduanya dibuat dihadapan AGUS MADJID, Sarjana---

j Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta;----------

|- tertanggal 08-10-1993 (delapan Oktober seribu----

jsembilanratus sembilanpuluh tiga) nomor 61 dan---

: tertanggal 20-11-1993 (duapuluh Nopember seribu—

sembilanratus sembilanpuluh tiga) nomor 116,------

' keduanya dibuat dihadapan JOENOES ENOENG-----------

MAOClKOh, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;------

tertanggal 03-05-1994 (tiga He.i. seribu sembilan —

ratus sembilanpuluh empat) nomor 2G,. dibuac-------

dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum,-----  -

; Notaris di Jakarta;-------------------------------------

dan telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.-------

Republik Indonesia tanggal 08-06-1994 (delapan Juni

seribu sembilanratus sembilanpuluh empat) n o m o r----

C 2 - 8 8 3 6 .H T .01.04.T h .94 dan telah dirubah d e n g a n----

akta-akta :-------------------------------------------------

- tertanggal 14-09-1995 (empatbelas September-------

seribu sembilanratus sembilanpuluh lima) nojnor---

96, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarj.ana---

Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapa-t------

___ persetujuan dari yang berwenang berdasarkan Surat
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Keputusan Menteri Kehakiman 

tanggal 12-12-1995 (duabelas

sembilanratus sembilanpuluh lima) nomor----

j C2-16.lb3.HT.01.04.TH.95;--------------------------

|- tertanggal 12-03-1997 (duabelas Maret seribu-----

|sembilanratus sembilanpuluh tujuh) nomor 43,-----

dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan 

dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan— 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik- 

Indonesia >anggaJ 30-1C-2001 (tigaculuh Oktober—

duaribu satu) nomor C-15392 HT.01.04.H.2001;-----

tertanggal 16-02-2007 (enambelas Pebruari duaribu 

| tujuh) nomor C9, dibuat dihadapan saya, Notaris— 

i cJan Soda n'j dalam proses ceiaDoran kepaca yang----

• berwenang casu quo Ker.teri Hukum d*n Kak Asasi---

i Manusia Republik Indonesia;------------------------
dan susunan para pengurus terakhir adalah sebagai—

mana yang termaktub dalam akta tertanggal-----------

14—02—2007 (empatbelas Pebruari duaribu tujuh)-----

nomor 71, dibuat dihadapan BUNTAR10 TIGRIS DARMAWA- 

NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, 

Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya kepada yang 

berwenang sedang dalam proses dan tindakan hukum

dalam akta ini tidak memenuhi ketentuan pasal 11---

ayat 4 anggaran dasar Perseroan, sebagai demikian—

tidak diperlukan persetujuan dari Rapat Umum-------

Pemegang Saham Perseroan.-----------------------------

2. Wanita ERNIE CHANDRA, lahir di Palembang pada tanggal-

Pihak - Pertama ---
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12—08—1955 (duabelas Agustus seribu sembilanratus lime

puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,----

Taman Kebon Jeruk D 7/9 Rukun Tetangga 006 Rukun Wargc

001, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan,---

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----

[09.5208.520855.0114, Warga Negara Indonesia.-----------

j menurut keterangannya dalam hal ini bertindak------

dalam jabatannya sebagai Direktur dan .sebagai------

demikian sesuai ketentuan pasal 11 ayat 6 b--------

anggaran dasar Perseroan mewakili Direksi dari dan-

| sebagai demikian sah mewakili dan bertindak untuk—

1 dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SIGMAELTRA----ii
i PROPERTINDO, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran

j dasarnya telah dimuat dan diumumkan dalam Berita---

. Neyara Republik indonesia tanggai 13-07 -1993 i'cica-

■ belas Juli seribu sembilarretus sembilanpuJuh tiga)
i
inomcr 3168, Tambahan nomor 56 kemudian anggaran----

dasar mana telah beberapa kali dirubah dan------- -

perubahan terakhir telah dimuat dan diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25—09—1998

(duapuluh lima September seribu sembilanratus------

sembilanpuluh delapan) nomor 5495, Tambahan nomor—

77 dan pengurus Perseroan terakhir sebagaimana-----

termaktub dalam akta tertanggal 12-02-2007 (dua----

belas Pebruari duaribu tujuh) nomor 05, dibuat-----

dihadapan saya. Notaris dan pemberitahuannya kepada

yang berwenang masih dalam proses dan tindakan----—

hukum dalam akta ini tidak memenuhi ketentuan pasal

11 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, sebagai—-------

— demikian tidak diperlukan persetujuan dari Rapat---
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: Uiiiutii Pemegang Saham'Perseroan.---

------------------ Pihak - Kedua ---

j Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.------------

j Para penghadap masing-masing bertindak dalam jabatan-

l nya sebagaimana tersebut diat&s, menerangkan terlebih---

j dahulu --------------------------------------------------------

1. Bahwa Pihak pertama adalah pemilik dan yang berhak---

; atas beberapa bidang tanah yang terletak di Kabupaten- 

iBogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Cipambuan dencai

i luas kurang lebih 87.612 M2>* (delapanpuluh tujuh ribu--

*en3mratus doabelas meter persegi); yang berada atau--

terletak didalam areal izin lokasi Pihak kedua, satu—

dan lain sebagaimana ternyata dan diuraikan lebih-----

i lanjut dalam 2 (dua) lembar kertas dengan judul-------

"Daitar Tarah p t . ShantiKa Surya Alandhe di loKasi----

PT. Sigma”, yang aslinya ditanda tangani pih^k-piha>r- 

dan dilekatkan pada isinit akta ini - untuk selatijutr."^

lakan disebut TANAH.---------------------------------------

j 2. Bahwa Pihak kedua adalah pemilik tanah dan yang berhak 

atas beberapa bidang yang terletak di Kabupaten Bogor, 

Kecamatan Babakan Madang, Desa Cipambuan dencan luas—
"“n*

kurang lebih 66.104 M2 (enampuluh enamribu seratus----

empat meter persegi) yang berada atau terletak didalar.

areal izin lokasi Pihak kedua, satu dan lain-----------

sebagaimana ternyata dan diuraikan lebih lanjut daler:-

2 (dua) lembar kertas dengan judul "PT. Sigmaeltra----

membeli lahan di areal PT. Shantika Surya Alaaidh.a"— —

yang aslinya ditanda tangani pihak-pihak dan-----------

dilekatkan pada minit akta ini - untuk selanjatnya----

disebut TANAH I.
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l 3. Baftwa Fihak pertama bermaksud untuk mel epaskan hak----

| miliknya atas TANAH kepada Pihak kedua untuk ditukar—

j dengan TANAH I milik Pihak kedua sebagaimana Pihak----

kedua bersedia melepaskan nak miliknya atas TANAH I---

kepeda Pihak pertama untuk ditukar dengan TANAH milik-
i
| Pihak pertama.---------------------------------------------

j 4. Bahwa pihak-pihak telah memiliki bukti-bukti awal-----

sehubungan dengan kepemilikan mereka atas dan terhadan

TANAH dan TANAH I.----------------------------------------

| 5. Bahwa dokumen-dokumen berkenaan dengan bukti awai-----

j kepemilikan tersebut telah diperiksa dan diserahkan---

j oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain sebelum---

penanda tanganan akta ini dan untuk penerimaan---------

tersebut akta ini oleh pihak-pihak dinyatakan berlaku-

ou]a se’oagai fmkti tamle terimanya yang sah.-----------

¡6. Bahwa pihak-pihak telah mengetahui dengan baik---------

; mengenai letak dan kondioi dari TANAH dan TANAH I-----

sehingga para pihak (penghadap) menganggap mengenai- 

hal tersebut tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam-

akta ini.---------------------------------------------------

j 7. Bahwa tukar menukar antara TANAH dengan TANAH I--------

tersebut pelaksanaannya akan dilakukan segera setelah-

segala syarat untuk pelaksanaannya tersebut telah-----

dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku.----------------------------------------------

Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan---

tersebut diatas, para penghadap bertindak dalam-----------

jabatannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa

mereka telah membuat perjanjian, sebagaimana mereka------

•'Uiengan ini bersetuju dan berjanji sebagai berikut :•------
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1. Pihak-pihak secará- tegas dengan ini mener

Pasal l.

¡mereka telah mengetahui letak, keadaan/kondisi dan surat

I
5 akta i n i .---- ---------------------------------------------

! 2 . Pihak-pihak dengan ini secara tegas telah saling

' terhadap yang lain dari segala tuntutan dan/atau---------

kekurangan-kekurangan baik yang kelihatan maupun yang---

tid a k  kelihatan berkenaan dengan letak, keadaan/kondisi—

dan surat-surat serta dokumen-dokumen mengenai dan-------

• berkenaan dengan TANAH dan TANAH I tersebut, terkecuali—

kelieritaan dimaksud dalam pasal 4 dibavah jni.-------------

----------------------------- Pasal 2. -------------------------

— Tukar menukar antara TANAH milik Pihak pertama dengar.

TA NAH I milik Pihak kedua yang pelaksanannya akan--------

! dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan 

i peraturan perundangan yang berlaku, dilakukan tanpa 

i adanya pembayaran tambahan ataupun ganti rugi berupa dan- 

| berupa apapun juga dari pihak yang satu kepada pihak yenc

i lainnya, walaupun ada perbedaan antara luas TANAH dencan- 

luas TANAH I.-------------------------------------------------

- TANAH akan menjadi hak dan milik Pihak kedua sedangkan- 

\H I akan menjadi hak dan milik Pihak pertama mulai—  

L di tanda tanganinya akta-akta yang berkenaan, akan—  

api segala keuntungan yang diperoleh dari dan segala—

ugian yang diderita dengan TANAH dan TANAH I mulai---

i surat serta dokumen-dokumen mengenai dan berkenaan denca

i TAN A H  dan TANAH I dan menerimanya dalam keadaan apa-----

) adanya menurut keadaannya pada tanggal penanda tanganan—

I memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya satu

Pasal 3.
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j ditanda tanganinya akta ini diperoleh atau diDikul oleh-

pihak-pihak yang menerima dan melakukan tukar menukar---

dimaksud dalam akta ini--------------------------------------

j-------------------------- Pasal 4. ------------------- --------

j - Kedua belah pihak satu dengan yang lain saling menjami

, bahwa TANAH benar milik Pihak pertama dan TANAH I benar- 
i

¡milik Pihak kedua, tidak dijaminkan secara bsgaimanapun- 

; juga dan bebas dari sita, tidak tersangkut- dalam suatu—

; perkara atau pun sengketa serta belum dijual/dioperkan/a 

tukarkan atau dijanjikan untuk dijual/dioperkan/ditukar—

kan kepada siapa pun masing-masing pihak tidak akan------

; mendapat gangguan dan atau rintangan dari pihak lain----

¡mengenai hal itu.---------------------------------------------

j---------------------------Pasal 5. ----------------------------

i.. Vvhok-pir.ak dengan berjanji dan menqikat diri mereka—

. masing-masing serta berkewajiban untuk memberikan bantuar 

' sepenuhnya kepada pihak lainnya yang memerlukan bantuan— 

sehubungan dengan pengurusan kelengkapan segala surat r.

dokumen yang masih diperlukan oleh masing-masing pihak---

untuk memperoleh Sertipikat (tanda bukti hak) atas dan---

terhadap TANAH dan TANAH I, sedemikian sehingga----- .-----

diperoleh :-----------------------------------------------------

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas TANAH yang terdaftar

| atas nama Pihak kedua;-------------------------------------

J b. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas TANAH I yang---------

j terdaftar atas nama Pihak pertama;-----------------------

kesemuanya itu atas biaya masing-masing pihak yang--------

berkepentingan.------------------------------------------------

2. Pihak-pihak berjanji dan mengikat dirinya serta--------

berkewajiban untuk dan atas biaya dan risiko masing------
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masing pihak yang bekepentingan, mengurus da 

segala sesuatu yang diperlukan sedemikian ru 

| diperoleh Sertipikat (-Sertipikat) Hak Guna Bangunan : —

- atas TANAH yang terdaftar atas nama Pihak kedua, dai

- atas TANAH I yang terdaftar atas nama Pihak pertama.

j ---------------------------Pasal 6. ---------------------------

i l. Pajak-pajak berkenaan dengan tukar menukar dimaksud--

dalam akta ini dipikul dan harus dibayar oleh masing-----

masing pihak yang berkepentingan.--------------------------

2 - Biaya pembuatan akta ini dipikul dan harus dibayar---

| cleh Pihak pertama dan Pihak kedua, masing-masing untuk—

j 1/2 (setengah) bagian yang sama besarnya.-----:------------

---------------------------  Pasal 7. --------------------------

- Segala hal yang tidak atau belum sempurna diatur dalam- 

, akta ini akan diatur dan ditetapkan pihak-pihak bersama--

i secara musyav/arah untuk mufakat dan harus dituangkan-----

| dalam suatu akta addendum/perubahan yang ditanda tangani-

oleh pihak-pihak bersama dan merupakan bagian yang tidak-

te"rpisahkan dari akta ini.----------------------------------

---------------------------  Pasal 8. --------------------------

- Mengenai perjanjian ini .dengan segala akibatnya pihak—

pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di------

Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.------

----------------------- DEMIKIAN AKTA INI ---------------------

[Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditanda tangani di 

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta—

ini, dengan dihadiri oleh :---------------------------------

|l. Tuan BAGJA MUNAJAT, Sarjana Hukum, pegawai kantor— 

Notaris, lahir di Jakarta pada tanggal 30-05-1964— 

^  (tigapuluh Mei seribu sembilanratus enampuluh------
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-  "empat), bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Bar;

Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 001, Kelurahan____
Jatinegara. Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,------

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----------------

|09.5403.300564.0117;---------------------------------

|2- Tuan YOHANES GELLY WADA, pegawai kantor Notaris,— 

lahir di Jakarta pada tanggal 31-12-1981 (tigapulu

satu Desember seribu sembilanratus delapanpuluh---

satu), bertempat tinggal di Jakarta, Gang Ayub----

Rukun Tetangga 015 Rukun Warga 008, Kelurahan-----

Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,-

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----------------

| 09.5308.311281.7055;---------------------------------

|3. Tuan MUHAMAD NUR, Kepala Desa, lahir di Bogor pada 

jranggal 10-10-1S70 (sepuluh Oktober seribu sembila

j ratus tujonpuluh)bertempat tinggal di Kampung---

Cipambuan Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 03,--------

Kelurahan Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang,-

Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk----

nomor 32.03.32.2003/493/5788057, Warga Negara------

Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta

I sebagai saksi-saksi.----------------------------------------

ISegera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris—

kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda-------

tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan—

saya, Notaris.-----------------------------------------------

IDibuat dengan memakai satu tambahan dan satu gantian. -

j-DITANDA TANGANI OLEH : -DEDI KORNIAWAN?r--------- --------

-ERNIE CHANDRA;--------------------
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N om or
Sifat
Lampiran
Perihal

M embaca

Cibinong, 7 Agustus 2007
5 9 1 / 79  - D T R L H  
B iasa

K e p a d a
Win P ^ m n tu k a n  P en°ounaan  T anah Yth. P im pinan PT. SH A N TIK A  SU RY A
--------- ALA N D H A

ai-
BOGOR

: S ura t S audara  Dedi K urniaw an yang bertindak untuk dan atas nam a D irektur
U tam a  PT. Shantika Surya Alandha tanggal 20 Juli 2007 tentang Perm ohonan
Iz in  P erun tukan  P enggunaan Tanah untuk kegiatan Perum ahan di atas tanah
se luas  ± 66.104 M3 (Lebih kurang enam puluh enam ribu seratus empat meter
persegi), di Desa Cipambuan Kecamatan Sukataja Kabupaten Bogor.

1 . U n d a n g -u n d an g  N o m o r 5 Tahun. h'bO tentang Peraturan D^=ar Pokok- 
'.v k o k  Agraria:

2 U n d an g -U n d an g  N o m o r 4 Tahun 1992 teniang Perum ahan dan 
P erm uk im an :

3. U r.dang-U ndang  N o m o r 23 Tahun 1997 ten tang  Pengelolaan Lingkungan 
H id u p ;

4. U n d an g -U n d an g  N o m o r 32 Tahun 2004 ten tang  Pem erintahan Daerah;

5. U n d an g -U n d an g  N o m o r 38 Tahun 2004 ten tang  Jalan;

6 . U n d an g -U n d an g  N o m o r 26 Tahun 2007 ten tang  Penataan Ruang:
7. P era tu ran  Pem erintah N om or 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8 . P era tu ran  Pem erintah N om or 27 Tahun 1999 ten tara  A nalisis M engenai 

D am p ak  Lingkungan H idup;

9. P era tu ran  Daerah K abupaten Bogor N om or I7 T U .0 7 'D P R D /1977 
te n ta n g  G aris Sem padan/ Rooilijin;

10. P era tu ran  Daerah K abupaten Bogor N om or 17 Tahun 2000 Tentang 
R en ca n a  T ata R uang W ilayah Kabupaten Bogor;

1 1 . P e ra tu ran  Daerah K abupaten Bogor N om or 19 Tahun 2V /J  tentang 
R etrib u si Izin P eruntukan Penggunaan Tanah;

12. P era tu ran  Daerah K abupaten Bogor Norr:or 23 Tar. .n  2000 v^r.iang Izin 
M en d irik an  B -ngunan:

1 3 .-'traturar.  
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 20! 
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah K 
Bogor;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Jenis P.encana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi 
Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 
tentang Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang;

4. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengesahan 
Master Plan, Site Plan dan Peta Situasi;

5. Keputusan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pengaturan 
Penyediaan Tanah Makam Dalam Areal Pemukiman-.

6. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/266/Kpis/Huk/2002 tanggal 2 
September 2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen 
Administiasi Pelayanan Umum di Bidang Tata Ruang dan Lingkungan 
Hidup;

7. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sigmaeltra Propertindo dengan PT. 
Siiaotika Surya AUndim Nomor »! yang dibuat oleh Notaris Vernnka 
L ily  Dhanna, SH. tanggal 8 Maret 2007;

S. Bukti Suiat Tanah berupa Akia Pelepasan Hak Utama Atas Tanah Nomor 
27 yang dibuat oleh Notaris Khadijah Budhi Astuti, SH. tanggal 11 Juni 
200'/ dari PT. Sigma cltra Propindo kepada PT. Shantika Surya Alandha 
dengan luas tanah keseluruhan 66.104 M* (terlampir rincian SPH);

9. Risalah Rapat Pembahasan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 26 
Juli 2007;

10. Keterangan Peruntukan Tanah dari Kepala Dinas Tata Ruang dan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Nomor 653.2/63 2/TRL- 
DTRLH/2007 tanggal 6 Agustus 2007.

Setelah dilakukan penelitian mengenai kelengkapan persyaratan administrasi, 
peninjauan lapangan, dan disesuaikan dengan arahan tata ruang, bahwa lokasi yang dimohon 
masuk ke dalam dominasi peruntukan Pengembangan Perkotaan. Oleh karenanya Pemerintah 
Kabupaten Bogor pada prinsipnya tidak berkeberatan memberikan Izin Peruntukan Penggunaan 
Tanah untuk kegiatan Pembangunan Perumahan diatas tanah seluas ± 66.104 M2, yang terletak 
di Desa Cipambuan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, kepada :
N a m a  : PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA
Alamat : Jl. Siliwangi 60 C Bogor

Dengan
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Dengar, ketentuan teknis :
1. D iw a jib k a n  u n tu k  seg e ra  m enyelesaikan  staius hukum  tanahnya kepada 

P e r ta n a h a n  K a b u p a te n  B ogor dengan  m elakukan penelitian dan pengukuran atas batas- 
b a ta s  tan ah .

2 . D a la m  p e la k s a n a a n n y a  agar berpartisipasi untuk m em elihara / m em perbaiki fasilitas 
l in g k u n g a n  b a ik  di tin g k at D esa m aupun Kecam atan setem pat.

3 . P e n a ta a n  s is te m  p ra saran a  d asa r yang  m eliputi jaringan  jalan , drainase, a ir bersih dan 
a ir  k o to r  a g a r  te rin teg rasi dengan lingkungan sekitarnya serta menjam in tidak akan 
m e n im b u lk a n  g an g g u an  lingkungan.

4 . D a lam  h a l m e m e n u h i kebu tuhan  a ir bersih, terlebih dahulu m engadakan konsultasi 
d e n g a n  P D A M  K ab u p a ten  B ogor, dan  apabila akan m enggunakan sum ur artesis/air 
b aw ah  ta n a h  d a n  a ir  p erm ukaan  m aka harus m em iliki izin tersendiri sesuai ketentuan 
y an g  b e r la k u .

5 . T id ak  d ib e n a rk a n  m engalihkan  Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan 
k ep ad a  p ih a k  la in  sebe lum  m endapat persetujuan tertulis dari Pem erintah Kabup3ten 
B ogor.

6 . P e ru n tu k a n  p en g g u n a a n  tanah tidak dibenarkan m enyim pang dari izin yang diberikan, 
y a itu  u n tu k  P e ru m a h a n .

7. D iw a jib k an  m e n y e ra h k a n  Fasos / Fasum  kepada Pem erintah Kabupaten B o°or.

8 . D iw a jib k a n  u n tu k  m em buat D okum en  U paya Pengelolaan L inskunsan / Upava
P em a n ta u a n  L in g k u n g a n  ( U K L  / U F I. ) atau D okum en AM DA L 'A nalisis Mengenai 
D u i i v 'i-\ l.ip.!!.1.lingcM') i i ;u a i  keten tuan  yang bcruiki;, yai>i terlebih dahulu
d ik o n s u lta s ik a n  d en g a n  D inas T ata  P uang dan Lingkungan Hidup K -bupaten Bogor.

9 . B fT 'ir.i.s ip a :-! d a la m  pelaksanaan  pem bangunan di W ilayah K abupaten Bogor, 
k h u su sn y a  d: K e c a m a ta n  ¿>ukaraja term asuk  partisipasi tanam an V'uah-buahan untuk 
d ae rah  s e k i ta rn y a  y an g  p elaksanaannya agar dikoordinasikan dengan D inas Pertanian 
dan K ehu tanan  Kabupaten  Bogor.

1 0. D iw a jib k a n  m e n y e ra h k a n  cadangan  tan ah  m akam  sebanyak 2 % (  dua persen ) dari luas 
y an g  d ib e b a s k a n /d ik u a s a i ,  sesuai den g an  ketentuan perundangan vang berlaku yang 
d a lam  p e la k s a n a a n n y a  d iserahkan  d a lam  bentuk Sertifikat atas* nama Pemerintah 
K a b u p a ten  B o g o r .

1 1 . P e n g e lo la a n  K e b e rs ih a n  dan K esehatan  Lingkungan, serta prasarana dasar lainnya 
m en jad i ta n g g u n g  ja w a b  P em egang IP P T  ini sebelum  adanya penyerahan Fasos/Fasum 
seca ra  te r tu lis  k e p a d a  P em erin tah  K abupaten  Bogor.

12. Sebelum
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to

\2.  S e b e lu m  p em b a n g u n a n  d ilaksanakan , diwajibkan m erevisi Site Plan dan 
Iz in  M e n d ir ik a n  B an g u n an  sesu2; ketentuan perundangan yang berlaku dar 
K a b u p a te n  B o g o r , d en g an  m em perhatikan ketentuan teknis sebagai berikut

a. B e sa rn y a  tu tu p a n  (K D B ) bangunan (gedung, ja lan , parkir, dan perkerasan 
y a n g  d im u n g k in k a n  untuk dap a t diberikan sebesar 60 % (enam puluh persen ) dari 
lu a s  tan ah  y a n g  d im ohon /d ikuasa i, sedangkan sisanya minimal 40 % (em pat puluh 
p e rsen  ) d iw a jib k a n  untuk tetap  dipenahankan atau digunakan untuk penghijauan.

b. B esa rn y a  k a v lin g  e fek tif  m aksim al 60 %  (enam  puluh persen) dari luas tanah 
d im o h o n  d a n  m in im al 40 %  (em pat puluh persen) untuk sarana dan prasarana 
u m u m .

c. D iw a jib k a n  un tuk  m em buat S um ur Resapan
d. G a ris  S e m p a d a n  B angunan (G S B ) : 8 M ’
c . G a ris  S e m p a d a n  P a g a r 'G S P )  : 5 M ’ 
f  G a ris  S e m p a d a n  Sungai (G S S ) . 15 M ’

13. Iz in  P e ru n tu k a n  P enggunaan  T an ah  ini batal demi hukum  dan atau dapat dibatalkan 
/d ic a b u t  a p a b ila  :
a. P em o h o n  m em b erik a n  data-data  yang tidak benar dan atau m em berikan ketenn^nn  

palsu .
b. P em o h o n  t id a k  m eL k ^ -n ak an  ketem uan-ke;entuan yang tela’.-, ditetapkan dalam ¡¿¡n 

P e ru n tu k a n  P en g g u n aan  T anah  ini.
>_• T im b u l p e m a s a la h a n  Ji kem udian  hari khususnya yang b:rknitar. dengan m uk lah  

p e r ta n a h a n

14. B ila m a n a  d a la m  pelaksanaan  pem bangunannya ternyata m envirrrang i^ r i  ketenuan-
k i’ i e ~r. d ., j  n; !.-•■■ ?.• *,• t V n i, ''’er.-jj'h’.anr. 'T'a, i r» , ini. ,r \ 'rh a ..
t c r - e r_  akar, c : •.•er.a'.ar r> J i <ii. .iS'.raiiuesur.t ketoriuan  p j ; .

! 5 S u ra : /m  P e r r - 'u k a n  'r-. ••_>i;u:'a?.n Tanah ini mulai berlaku '  _■ -.i <1ilJi_r- a:i
deni.1?.- k e te n tu a n  apab:.^  d ikem udian  hari ternyata tcrJapat ».¿keliru';-, didulp.rr.nya 
a k a n  i ’p e rb a ik : > eb a g a ir .2::<i m esiinya.

D e m ik ia n  d isam p a ik an  untuk dipergunakan sebagaim ana mes-mya.

T e m b u s a n  Yir.
I. K e p a la  B aaan  P e n g a v -a sa n  Daerah K abupaten  Bogor. 

K e p a la  C ip ta  K iiry a  K ab-oaten  Bogor.
C a m a t  S u k -ra ia
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KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 591/ b^yjtpta/Huk/ceO/ 
Lampiran

TENTANG :

PEM BER IA N  IZIN LOKASI KEPADA PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA UNTUK 
M EM PERO LEH  TANAH YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN

PER U M AH AN  SELUAS ± 10 HA DI DESA CADASNGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi
kepentingan masyarakat umum untuk mendukung kelangsungan 
dan peningkatan kesejahteraan sosial, Direktur Utama 
PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA sesuai suratnya Nomor 
107/GSC/IX/2007 tanggal 8 September 2007 mengajukan 
permohonan tein lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan 
dalam rangka pembangunan perumahan seluas ± 10 Ha di 
Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja;

b. bahwa lokasi dimohon merupakan tanah-tanah yang belum 
terbebaskan dari izin lokasi terdahulu, berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, berada pada peruntukan 
ruang Permukiman Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Pemberian Izin lokasi kepada PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA 
untuk Memperoleh Tanah yang Diperlukan dalam Rangka 
Pembangunan Perumahan Seluas ± 10 Ha di Desa Cadasngampar 
Kecamatan Sukaraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 T^hun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam UngRungan Jawa Barat (Beritarjegara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8); v  \
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3469);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4385);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

11. Keputusan ...

* .jf ,' i \
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11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996 tentang 
Penyediaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum oleh 
Perusahaan Pembangunan Perumahan;

- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogot-'Tahun 2000 Nomor 34);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 36);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2000 Nomor 44);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Organisasi Pferangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

17. Keputusan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pemberian Izin Lokasi bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman 
Modal di Kabupaten Daerah Tingkat II Bbgor,

18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kriteria 
Lokasi dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 2);

19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/73/Kpts/Huk/2005 tentang 
Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi dan 
Penetispten Lokasi;

Memperhatikan ': 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor
460.2i/o5/IL*R/KPN/93 tanggal 7 Desember 1993 Tentang 
Pemberian Izin Lokasi selUas ± 150 Ha terletak di Desa 
Cadasndampar Kecamatan Kedunghalang dan Desa C/pambuan 
Kecamatan ateureup Kabupaten Dati II Bogor untuk Pembangunan 
Perumahan atas nama PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA.

2. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 
460.2/308/IL-R/KPN/94 tanggal 22 Desember 1994 Tentang 
Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi seluas ± 150 Ha terletak di 
Desa Cadasngampar Kecamatan Kedunghalang dan Desa 
Gpambuan Kecamatan Gteureup Kabupaten Dati II Bogor untuk 
Pembangunan Perumahan atas nama PT. SHANTIKA SURYA 
ALANDHA;

3. Surat .a
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEnGA

3. Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Bogor Nomor 591.3/357/TRL tanggai 17 Desember 2007, perihal 
Arahan Peruntukan Ruang;

4. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi 
dan Penetapan Lokasi tanggal. 23 Nopember 2007;

5. Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka 
Pemberian Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 
Nomor 410/222/11/2007 tanggal 27 Dersember 2007;

MEMUTUSKAN :

: Memberikan Izin Lokasi Kepada PT. SHANTTKA SURYA ALANDHA
untuk Memperoleh Tanah yang Diperlukan dalam Rangka 
Pembangunan Perumahan Seluas ± 10 Ha di Desa Cadasngampar 
Kecamatan SUkaraja.

: Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU, ditetapkan sebagai berikut:

a. maksimal 60% (enam puluh perseratus) untuk kavling efektif 
serta minimal 40% (empat puluh perseratus) <Aak prasarana 
lingkungan dan fasilitas sosial;

b. luas total tutupan bangunan atau Koefisien Dasar Bangunan 
(KD8) yang dapat diberikan maksimal 50 % 3pma puluh 
perseratus);

c. Garis Sempadan Bangunan (GS&):

- Jalan Kabupaten : 15 M';

* Jalan Desa : 8 M'; •

d. Garis Sempadan Pagar (GSP) :

- Jalan Kabupaten : 10 M';

-JalanDesa : 5 M';

e. Garis Sempadan Saluran (GSS): 5 M'.

: Peralihan hak atas tanah dilakukan secara langsung melalui
Surat Pelepasan Hak (SPH), sesuai peraturan perundang-undangan, 
dengan ketentuan bilamana di kemudian hari timbul permasalahan 
atas tanah yang dilepaskan haknya dan menyebabkan kerugian 
bagi pihak lain serta gejolak sosial dari warga masyarakat?, maka 
segala resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

KEEMPAT..
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KEEMPAT

KEUMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS 

KEDUA BELAS

: Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk ■ keperluan 
pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU, dan tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain dalam 
keadaan kosong dengan maksud hanya mencari keuntungan 
(spekulasi).

: Wajib membayar Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan 
disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat Cabang Gbinong;

: Sebelum melaksanakan pembangunan perumahan, PT. SHANTIKA 
SURYA ALANDHA wajib membuat dokumen UKL/UPL, Peil Banjir, 
Site Plan dan Izin Mendirikan Bangunan, yang pelaksanaannya 
berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Dinas 
Bina Marga dan Pengairan, serta Sekretariat Daerah.

: Jika dalam pelaksanaan perataan/pematangan lahan (cut and 0 )  
dilakukan pengangkutan/pemindahan tanah ke luar lokasi, maka 
PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA terlebih dahulu harus memperoleh 
izin pertambangan daerah dari Dinas Pertambangan.

: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, agar berkonsultasi dengan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor, dan apabila akan 
menggunakan sumur artesis/air bawah tanah dan/atau air 
permukaan, maka PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA terlebih dahulu 
harus mendapatkan Izin dari instansi yang berwenang.

Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, PT. SHANTIKA 
SURYA ALANDHA wajib mendukung dan mengintegrasikan 
prasarana jalan dan utilitas kawasan dengan perencanaan 
pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor, membuat atau 
menyediakan jalan lingkungan untuk memperlancar laju 
perekonomian masyarakat di sekitarnya.

: Apabila akan menggunakan tanah Daerah Milik Jalan (DAMDA) bagi
kepentingan pembangunan perumahan, terlebih dahulu perlu 
memperoleh izin 'dari Pemerintah Kabupaten Bogor, serta 
melakukan penataan jaringan drainase dan peningkatan konstruksi 
jalan masuk menuju lokasi, yang pelaksanaannya berkoordinasi 
dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya.

: PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA wajib mfenata, mempertahankan
dan tidak dibenarkan merubah fungsi saluran Cibanon/Cijujung.

Dilarang merubah, memindahkan dan mendirikan bangunan 
diatas batas wilayah administrasi Kecamatan dan De». «erta 
berkewajiban memelihara dan mempertahankannya. ^7

KETIGA BELAS •
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K E n G A  BELAS

KEEMPAT BELAS :

KELIMA BELAS :

KEENAM BELAS :

KETUJUH BELAS :

KEDELAPAN BELAS : 

KESEMBILAN BELAS :

KEDUA PULUH 

KEDUA PULUH SATU :

Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan di 
Kabupaten Bogor, antara lain dalam mendukung gerakan 
rehabilitasi lahan kritis dengan menyediakan bibit tanaman 
tahunan produktif untuk mempertahankan konservasi tanah, air, 
dan suplai oksigen, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi 
dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan, serta memprioritaskan 
penyerapan tenaga kerja sekitar dalam kegiatan pembangunan 
perumahan.

PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA wajib menyerahkan cadangan 
tanah makam sebesar 2 % (dua per seratus) dari luas lahan yang 
telah diperoleh atau dibebaskan dalam bentuk sertifikat atas nama 
Pemerintah Kabupaten Bogor, berlokasi di Kabupaten Bogor yang 
pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinàs Cipta Karya.

PT. SHÀNTIKA SURYA ALANDHA wajib menyerahkan lahan matang 
siap bangun untuk kepentingan prasarana lingkungan, fasilitas 
umum, dan fasilitas sosial dalam bentuk sertifikat atas nama 
Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan site plan yang 
disahkan oleh Bupati.

Wajib menyediakan hidran sesuai pedoman teknis tata bangunan 
dan lingkungan, Penerangan Jalan Umum (PJU), serta tempat 
pembuangan sampah sementara, yang dalam pelaksanaannya 
berkoordinasi derlgan Dinas Opta Karya.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 
pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESÀ11), dilakukan oleh Dinas Tata Ruahg dan Lingkungan Hidup, 
Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta Dinas Opta Karya.

Mendukufig pengembangan wilayah disekitar lokasi yang dimohon 
dan rencëna pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road (BRR).

Keputusan ini bërlâku paling lama 12 (dua bêlas) bulan sejak 
tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang hanya untuk jangka 
waktü paling lama 12 (dua belas) bulan setelah terlebih dahulu 
peme^aht) Izin mengajukan permohohan pôrpanjangan pël'ng 
lambat iO (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Jika setelah masa berlaku Izin loldfei bèraktw sêôagâimana 
dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN BELAS, ternyata pembebasan 
tariah tetap dilakukan baik disengaja maupun tidak, maka 
pembebasan dan/atau peralihan hak atas tanah dimakiud 
dinyatakan tidak sah.

PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA dilarang mengalihkan izin lokasi ini 
kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan tertulis 
dari Bupati.

KEDUA PULUH DUA ...
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KEDUA PULUH DUA : Keputusan ini batal demi hukum dan/atau dicabut/dibatalkan-
apabila terdapat 'penyimpangan dan/atau kelalaian dalam 
pemenuhan atas ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini.

KEDUA PULUH TTQA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :
1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Tata Ruang dan Ungkungan Hidup Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Gpta Karya Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
6 . Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah kabupaten Bogor;
9. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
10. Yth. Camat Sukaraja;
1 1 . Yth. Kepala Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja.

Ditetapkan di Cibinong 
pada tanggal yo 2j«a«ub*x <¿##7

Kesalahan yang..., Susilowati, FH UI, 2008



T {■-( L . i f  0

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
J l. Tegar Beriman Cibinong Bogor Telp. (021) 87901140, 87901141

---------- MUNIIOKING PEROLEHAN TANAH

A.n, PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA
U N T U K  P EM B A N G U N A N  PERUM AHAN  

T E R LE T A K  DI DESA CADAS NGAMPAR 
KECAM ATAN SUKARAJA  

KABUPATEN  BOGOR,
•_________ N O M O R : I\\o/\/{ | M f t  l\£  12t>°%________

S U B Y E K  DAN  O B Y E K  MONITORING

PT. SH AN T IKA  S U R Y A  ALAN D H A  atas-dasar Surat Keputusan tan Lokasi dari Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor*Nomor460.2/308/IL-R/KPN/94.jo. IPPT No.591/79 
dan 482-DTRLH  dan Surat Keputusan Izin Lokasi dari Bupati Bogor No. 
591/655/Kpts/Huky2007 tanggal 22-12-1994, 07-08-2007, 28-09-2007 dan 20-12-2007 
seluas + 150 Ha. untuk keperluan Pembangunan Perumahan yang terletak di Desa 
Cadas ngampar dan Desa Cipambuan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Babakan 
Madang (dahulu Citeureup) Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum pada lampiran 
peta.

PEROLEHAN TANAH

A. Luas tanah sesuai Izin Lokasi
B. Sudah Sertip.kat (HGB)
C. Sedang dimohon Hak (SPH)
D. Belum dikuasai/dibebaskan

3. PENGGUNAAN TANAH YANG DIMOHON HAK
1. Tanah Kosong siap bangun

2. Tegalan

± 1.500.000 M2 
780.496 M2 
85.918 M2 

633.586 M2

83.918 M2 

2.000 M2

TELAAH AN /KES IM PU LAN
a. Pem ohon telah melaksanakan kegiatan perolehan dan penggunaan tanah sesuai 

dengan Surat Keputusan Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bogor Nomor 460.2/308/JL-R/KPN/94 .jo. IPPT No.591/79 dan 482-DTRLH dan dan 
Surat Keputusan Izin Lokasi dari Bupati Bogor No. 591/655/Kpts/Huk/2007 tanggal 
22-12-1994, 07-08-2007, 2&-09-2007 dan 20-12-2007 seluas + 150 Ha.

b. Tanah yang sedang dimohon haknya, seluas 85.918 M2 dikuasai dan diperoleh 
pemohon pada tahun 1995 sampai dengan 1997 dalam kurun waktu masa berlaku 
Surat Keputusan Izin Lokasi, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah 
yang dibuat oleh Drs. Joddy Jatnika Camat Sukaraja selaku PPAT sementara. Dan 
telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sesuai dengan 
Peta Bidang Tanah Nomor 1025 Tahun 2008, tanggal 03-04-2008.
Lokasi yang dimohon berada pada zona kerentanan tanah klasifkasi rendah, 
sehingga sesuai untuk rencana pembangt/nan perumahan.
Surat Keputusan Izin Lokasi sebagaimana tersebut di atas telah berakhir masa 
berlakunya, maka terhadap tanah yang belum dikuasai (dibebaskan), dapat diberikan 
izinnya kepada pemohon lain yang berminat dan betul-betul akan membangun tanpa 
harus mendapat persetujuan dari PT. Shantika Surya Alanda.
Apabila  pemohon akan melanjutkan kegiatan perolehan tanahnya, maka terlebih 
dahulu harus melalui persetujuan izin lokasi dari Bupati Bogor.
Untuk proses lebih lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan bukti-bukti perolehan 
tanah yang dilampirkan oleh pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan lain 
yang berlaku.

Bogor,  ̂ -  2008

PENGATURAN DAN 
PERTANAHAN

c.

d.

e.

f.

USWARDIn mn io»Kesalahan yang..., Susilowati, FH UI, 2008



NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT
IZIN LOKASI
LUAS TANAH DIMOHON
PERUNTUKAN
LOKASI

KARTU M ONITORING PEROLEHAN TANAH 
NOMOR loo 2

PT. SHANT1KA SURYA ALANDHA 
Jalan Siliw ingi No. 60. C. Bogor
No. 460.2/308/IL .R/K PN /W  Jo. IPPT No. 591/79-DTRLH. No. 591/482-DTRLH.Jo. 591/655/K pij/H uk/2007  
1.500.000 M 2 (ISO H»)

Pembangunan Perumahan T a n g g a l
Desa : C adaj ngam par dan Cipambuan
Kabupaten : Bogor K ecam atan

: 22- 12-1994,07 - 08 - 2007,
2ß - 09-2007 dan 2 0 -12  - 2007 

; Sukaraja dan G lru ’m p

PEROLEHAN Ta NAH LOKASI 
(Lihat sket)

LUAS
( M 2 ) KETERANGAN

TRIWULAN KE BULAN

Ke - 1 780.-198 M1 Sertipikat HGB.

Ke - 2
•

Ke - 3 85.918 M1 Sedang dimohon hak

Ke - 4
•

J U M L A H 866.414 M2

B elum  d im oh on 633.580 M1

i /

K ET E R A N G A N

1. Perolehan Tanah
S ertip ikat HGB 780.496 M 1

Sedang dimohon Hak 85.818 M 1

B elu m  d im ohon Hak : 633.586 M 1

2. Penggunaan T a n a h

I | Tanah Kojong Siap Bangun, Kr.bun Campuran 
dan Tep»lan

C ibinong, 3- - /j  -  2 0 0 8
KEPALA SEKSI PENGATURAN 

\TAAN PERTANAHAN

Batas tanah sesuai Izin Lokasi
108 198

P etu gas L apang : A. Ridwana i r :  N

Kesalahan yang..., Susilowati, FH UI, 2008



T p r b j r u

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Jl. Tegar Beriman Cibinong Bogor Telp. (021) 87901140,87901141

RISALAH PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN 
DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK 

DITINJAU DARI PERTIMBANGAN TEKNIS PENATAGUNAAN TANAH 
NOMOR: 410/ /PH/2008 TANGGAL: ^ - 4 - 2 0 0 8

1. Identitas Pemohon
a. Nama

b. Bertindak atas nama (apabila dikuasakan)
c. AJamat . ’*

2. K eterangan tanah yang dimohon
a. Jalan, nomor, RT/RW
b. Desa/Kelurahan
c. Kecamatan
d. Grid
e. Luas tanah yang dimohon
f. Penggunaan tanah saat ini
g. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah
h. Fungsi kawasan dalam RTRW

1. Keppres No. 114 Tahun 1999
2. Perda 17 Tahun 2000

3. Rekom endasi
a. Pertimbangan:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang 
Kawasan Bogor Puncak Cianjur ( Bopunjur), tanah yang dimohon berada pada Kawasan 
Lainnya.

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2010, lokasi tanah yang dimohon 
berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan.

3. Bahwa pemohon telah memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Pemerintah 
Kabupaten Bogor Nomor: 591/482-DTRLH «anggai 28 September 2007 untuk keperluan 
Pembangunan perumahan seluas 12.301 m1 terletak di Desa Cadas Ngampar Kecamatan 
Sukaraja Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bangunan Fisik : +  7.380' M2 (60%)
- Sarana dan prasarana penunjang : +  4.921 M2 (40%)

4. Bahwa pada lokasi dimohon sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 460.2/35/IL-R/KPN/93, tanggal 
07 -12-1993  dan diperpanjang No. 460.2/308/IL-R/KPN/94, tanggal 22-
12—1994 tentang ¡jin lokasi atas nama PT.Shantika Surya Alandha seluas ±
1SO Ha untuk pembangunan perumahan yang telah habis masa berlakunya.

5 . Bahwa pemohon telah menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan 
Hak yang dibuat oleh Drs. Joddy Jatnika Camat Sukaraja selaku PPAT sementara 
(terlampir) dan masuk di dalam ijin lokasi sebagaimana butir (4) tersebut diatas.

6. Berdasarkan kondisi fisik data kemampuan tanah, serta zona kerentanan tanah termasuk 
pada klasifikasi rendah secara teknis sesuai untuk rencana penggunaan dan pemanfaatan 
Pembangunan perumahan.

7. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Lapang No. 410/61/PL/2008, tanggal 04-04-2008, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah berupa tanah kosong siap bangun dan tegalan.

b. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka dari pertimbangan teknis penatagunaan tanah,
permohonan atas nama PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA untuk perumahan dapat
dipertimbangkan, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Tidak dibenarkan dialihkan ke jenis penggunaan tanah lainnya, tanpa dilandasi 

pemberian izin dari Intansi yang berwenang.

Dedi Kumiawan
PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA. 
Jl. Siliwangi No.60 C Bogor.

Cadas Ngampar 
Sukaraja
49 dan 50 -  Y dan Z 
12.301 M2
Tanah kosong siap bangun dari Tegalan. 
Perumahan.

Kawasan Lainnya.
Kawasan Permukiman Perkotaan

Kesalahan yang..., Susilowati, FH UI, 2008



2. Bangunan fisik hanya diperkenankan untuk pembangunan perumahan dan sebelum 
melaksanakan kegiatan pembangunan wajib menyelesaikan izin-izin lainnya serta 
dilengkapi ketentuan teknis dari Dinas terkait sebagaimana diatur perundangan- 
undangan.

3. Pemohon wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup dan mencegah kerusakan 
tanahnya serta melindungi dari pencemaran sebagai dampak dari kegiatan tersebut 
untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, lancar dan sehat.

4. Untuk meningkatkan fungsi resapan air bidang- &ciaqg tanah yang tidak terbangun 
agar dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau atau ditanami tanaman tahunan dan 
wajib membuat sumur resapan.

5. Pemohon agar melaksanakan penelitian terhadap status tanah yang dimohon, dan 
terhadap bidang tanah yang sudah dilaksanakan perolehannya, wajib mengajukan 
permohonan hak atas tanahnya melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

6. Terha dap bidang tanah yang tidak berhasil dibebaskan, pemohon agar menghormati 
hak keperdataan pemilik tanah dan tidak diperkenankan menutup aksesibilitas yang 
dimiliici masyarakat turut memelihara dan menjaga keberadaannya.

7. Pemohon agar merealisasikan pembangunan dan mensosialisasikan rencana kegiatan 
tersebut kepada masyarakat sekitarnya serta berkoordinasi dengan aparat wilayah 
setempat (Kecamatan dan Desa).

8. Pembuatan site plan pembangunan harus merupakan suatu rencana terpadu dengan 
sarana dan' prasarana yang telah ada serta penggunaan tanah sekitarnya, sehingga 
dapat menciptakan suasana lingkungan yang serasi dan seimbang.

9. Pemohon wajib mematuhi ketentuan mengenai garis sempadan sungai/irigasi, tidak 
merubah atau menutupi saluran yang ada serta turut mengamankan dan memelihara 
keberadaannya agar tetap berfungsi baik untuk daerah dibawahnya.

10. Pemohon agar menyediakan prasarana fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos dan 
Fasum) dan setelah selesai pembangunan. perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas 
umum tersebut agar diserahkan kepada Pemda Kabupaten Bogor.

11. Luas dan batas tanah dimohon sudah seluas 12.301 mJ merupakan luas dan batas 
yang pasti, karena sudah dilalcukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Eogor sesuai dengan PBT No. 1025/2008 tanggal 03-04-2008, akan tetapi apabila 
terjadi tumpang tindih penguasaan dengan pihak lain baik fisik maupun yuridis, 
pemohon wajib mengadakan koordinasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya dan 
menyelesaikan melalui musyawarah atau cara lain sesuai perundang-undangan.

12. Apabila ada tuntutan ganti kerugian sebagai konpensasi terhadap dampak negatif 
yang ditimbulkan akibat adanya perubahan penggunaan tanah tersebut, baik yang 
datang dari Pemerintah maupun masyarakat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
pemohon.

13. Apabila dikemydian hari akibat kegiatan tersebut terjadi kerusakan tanah, penurunan 
mutu/kualitas tanah yang diakibatkan oleh kelalaian pemohon, termasuk 
menterlantarkan tanahnya termasuk melanggar ketentuan garis sempadan sungai, 
maka dampak negatif tersebut menjadi tanggung jawab pemohon, dan Pemerintah 
berwenang untuk mengadakan pengaturan kembali.

c. Keterangan lebih lanjut mengenai tanah yang dimohon oleh PT. SHANTIKA SURYA
ALANDA dapat dilihat pada peta terlampir.

Cibinong, ' l ,  l\ ~ 2008

Kesalahan yang..., Susilowati, FH UI, 2008



PERTIMBANGAN TEKNIS PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN 
DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK 

Atas Nama : PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA
DESA CADAS NGAMPAR KECAMATAN SUKA RAJA 

KABUPATEN BOGOR

PETA A N A L IS A  PEN A TA G U N A A N  TAN AH Sekala 1:12.500
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PERTIMBANGAN TEKNIS PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN 
DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK 

Ataa Nama : PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA 
DESA CADAS NGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA 

KABUPATEN BOGOR
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§ 8̂  BADAN PEKl'AMAHAlN nA oiunm j
i!/ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
5^ Jl. Tegar Beriman Cibinong Bogor Telp. (021) 87901140,87301141

; 5\o. jl -  ^2-96 
: 1 (satu) berkas.

I : Permohonan Hak Guna Bangunan atas 
tanah terletak di Desa Cipambuan, 
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten 
Bogor, seluas 86.747 M1 atas nama PT. 
SHANTIKA SURYA ALANDHA 
berdudukan di Bogor.

Cibinong, ¿6  -  11 - 2007

di-

Kepada Yth:
Bapak Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi Jawa Barat

BANDUNG.

DAFTAR PENGANTAR

Jenis Surat Yang Dikirim
L

Banyak
nya

Keterangan dan Pertimbangan

2 3 4

isar tenlang Permohonan Hak Guna 
toup.an
inggal' -2-6 ~ 11 '  2007
vnor: ? !  /Kp.Kab/HT&PT/HGB/2007

-iocopy Peta Bidang Tanah tanggal 14-05- 
0̂7 Nomor : 1812/2007 dan tanggal 14-06- 

fcfcTNomor: 1813/2007.

^rmohonan Hak Guna Bangunan atas nama 
>T. SHANTIKA SURYA ALANDHA tanggal 16- 
[1-2007

.. *opy Salinan Perubahan Anggaran Dasar 
»iggal 30-01-2001 Nomor : 43, serta telah 
k-ahkan oleh Menteri Kahakiman dan Hak 
'»asi Manusia RI tanggal 30-10-2001 Nomor: 
'15892.HT.04.TH.2001.

r:tocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P) 
'0.1.575.155.5-404

‘ctlocopy Surat Keputusan Kepala Kantor 
Panahan Kabupaten Bogor tanggal 07-12- 
1994 Nomor: 460.2/35/IL-R/KPN/93 dan tanggal 
?2-l2-1994 Nomor: 460.2/308/IL-R/KPN/94.

1 Exp

1 Exp.

1 Exp.

2 Exp.

1 Exp,

2 Exp.

Ke‘8ranqan:

1. Bahwa tanah yang dimohon seluas 86.747 
M1 adalah tanah Negara bekas Milik Adat atas 
nama ROPI b. OTONG dkk (108 orang/ 252 
bidang), terletak di Desa Cipambuan Kecamatan 
Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

2. Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh pemohon 
berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak 
Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta yang 
dibuat oleh dan dihadapan MOCHTAR RUSLI 
MUHI, SH Cama Citeureup (sekarang Babakan 
Madang) dengan disertai pembayaran uang ganti 
rugi masing-masing tanggal dan nomor Surat 
Pcmyataan Pelepasan Hak Atas tanah Untuk 
Kepentingan SW33la -sebagaimana tercantum 
dalam daftar pada Rotnawi V angte f huruf a 
Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah *A* \angqal 
20-11-2007 Nomor: 310.2-171/Pan‘A'/XI/2007.

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 07- 
12-1993 Nomor : 460.2/35/IL-R/KPN/93 dan 
tanggal »*12*1994 Nomor : 460.2/308/IL- 
R/KPN/94 kepada pt. shantika surya 
ALANDHA/ Pemohon telah diberikan Izin Lokasi 
dan perpanjangannya seluas ± 150 Ha, terletak 
di Desa Cadasngampar, Kecamatan 
Kedunghalang (sekarang Sukaraja) dan Desa 
Cipambuan, Kecamatan Citeureup (sekarang 
Babakan Madang), Kabupaten Bogor, untuk 
Pembangunan Perumahan.

Kesalahan yang..., Susilowati, FH UI, 2008



3.

14.

•otocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa dari 
<epala Oesa Cipambuan tanggal 16-11-2007 
Momor 593.2/09.

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A*
Tanggal 20-11-2007
Nomor: 310.2-171/PAN"A7XI/2007

Fotocopy SPPT-PBB Tahun 2007

Fotocopy Surat Keputusan Izin Tempat Usaha 
Nomor: 503/SK-EKON/1996 tanggal

Fotocopy Tanda Oaftar Perusahaan Perseroan 
Terbatas No.TDP.10.04.1.52.00687.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah 
Untuk Kepentingan Swasta

Berita Acara Pemrriksaan Lapang Oleh Anggota 
Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 20-11- 
2007.

Monitoring Perolehan Tanah tanggal 17-09-2007 
Nomor: 410/027/MPT/IX/2007

JUMLAH

1 Exp.

1 Exp.

1 Exp. 

1 Exp. 

252 Exp 

1 Exp.

1 Exp.

266 Exp

Pertlmbanaa n :

1. Permohonan Hak Guna Bangunan tersebul 
kami setuju untuk dikabulkan dengan jangka 
waktu 30 (tiga puluh) tahun.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf c 
Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 
2002 kepada pemohon dapat dikenakan 
Uang Pemasukan kepada Negara sebesar 
Rp.0,- (nol rupiah).

3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri; 
Keuangan Cq. Kepala Kantor Wilayah XI 
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barai
II tanggal 25-11-2002 Nomor : Kep- 
496/WPJ.09/BD05/2002, Nilai Perolehan 
tanah Tidak Kena Uang Pemasukan 
(NPTTKUP) untuk Kabupaten Bogor adalah 
sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta 
rupiah).

Tembusan: d isampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia di Jakarta

2. Sdr. Direktur Utama PT. SHANTIKA SURYA
ALANDHA di-Bogor.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
^  - K A P T E N  BOGOR

IABOEDHI. MM
^MiÖÖSÖÖpT
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Jl. Tegar Beriman Cibinong Bogor Telp. (021) 87901140, 87901141

IKHTISAR TENTANG PERMOHONAN HaK GUNA BANGUNAN 
Nomor: f l l /Kp.Kab/HTPT/HGB/2007 

(dalam daftar khusus dar Kantor Pertanahan)

or
.t

Keterangan Yang Diteliti Keterangan dan Hasil 
Penelitian

IV.

V

PEMOHON
1. Nama
2. Umur
3. Kewarganegaraan
4. Pekerjaan
5. Tempat Tinggal

6. Bertindak untuk dan atas nama

TANAH YANG DIMOHON
1. Letaknya a. Blok

b. Kampung
c. Desa
d. Kecamatan

2. Luasnya
3. Statusnya
4. Peta Bidang Tanah

5. Diperuntukan

TA N A H  LAIN K E P U N Y A A N  PEM OHON

1. Letaknya

2. Luasnya
3. Statusnya

4. Peta Situasi
5. Diperuntukan

K E B E R A T A N  PIHAK LAIN

PERTIMBANGAN

Ir. MEIDY YUSRIANAWATI 
39 Tahun 
Indonesia 
Pegawai Swasta
Jl. Elang 5 No.7 JB Estate, kel. Jati Bening, 
Kecamatan Pondok Gede, Bekasi.

: PT. SHANTIKA SURYA ALANDHA 
berdudukan di Bogor .

: Cipambuan 
: Babakan Madang 
-.86.747 M*
: Tanah Milik Adai
: Peta Bidang Tanah tanggal 14-05-2007 Nomor: 
1812/2007 dan tanggal 14-06-2007 Nomor,: 
1813/2007. V

: Pembangunan Perumahan

: D:ed Cadas Ngampar, Desa Cipambuan, Kec. 
Sukaraja dan Kec. Babakan Madang.

: 686.220 M'
: HGB

: Pembangunan Perumahan

: Sesuai Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala 
Desa Cipambuan tanggal 16-11-2007 Nomor : 
593.2/09. atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa 
baik batas, luas maupun penguasaanya.

: Berdasarkan alas hak yang diajukan oleh pemohon 
dan hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia A pada 
tanggal 20-11-2007, terhadap permohonan tersebut 
kami se(«fw unluk dapat dikabulkan diberikan Hak 
Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) 
tahun.

Cibinong, 3M> — U ~~ 2007
KEPALA KANTOR PERTANAHAN 

, . ;'a ^:KABUPATEN BOGOR

- •-t)rSTMOCH. SETIABOEDHI. MM 
\ \  NIP.010 080 07£

Kesalahan yang..., Susilowati, FH UI, 2008



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANASLAN NASIONAL
PROVINSI JAW A BARAT

Nomor: - 3 - "  3  3  - P - O C ^ -

TENTANG

PEM BERJAN HAK GUNA BANGUNAN A TA S TANAH 
SEL U A S ,4.5.762 M». TERLETAK DI DESA CEPAMBUAN. 
KECAM ATA N BABAKAN MADANG, KABUPATEN 
B O G O R , ATAS NAMA PT. SHANTTKA SURYA ALANDHA. 

BERKEDUDUKAN DI BOGOR.

K E P A I.A  K A N TO R  W ILAYAH B a DaN PERTANAHAN NASIONAL 
PROVINSI JAWA BARAT

«»

N 'E M B A C A  : Surat firmc-honan di:: '̂7. SKa S  rii^ A  "v \ .
bcrk^.udokan di Br-evr, tanggai :l-OS-2U;7 -^r.juS
yang berhubungan dengan >rj ;

: a. Bahwa pemohon adalah Badan Hukum >^ng
dapat mempunyai .sesuzru hak aras izmz. berdasarkan 
Undang-Undang Nomor( 5 Tahina' 1960, didrri-n berdasar
kan Alcta Pendirian Badan Hukum yang teic m eneskan  
bebcrapakali perubahan, terakhir berdasau-kz: Akta izcsza l 
30-01-2001 N'omof 4] yang dibuat dihaispari Bcany  
Kristianto, SH _ Notaris di Jzk3r t2_ yang fczn m cxsspaX  
pengesahan dari Menteri Kehakiman dan H a  Aissi isia 
Republik Indonesia ur^al 30-10-2001 N-o:r C - I f  l'92 
HT.01.04.TH.200I ; .

b. Bahwa pemohon mengajukan permoboaa.. Hak Gama 
Bangunan atas bidang Unah berdasarkan  tzsL penguieariin, 
seluas 45.762 M* (etnpa putuh H m a riba ratus «asan 
puluh doa m eter persegi) sesoai P e ta  Bidaog Tanah 
14-OS-2007 Nomor 2473/2007. yamg gfcaa, ¿¡pert !■' y y
untuk pembangunan perum ahan. taiaaz di £>ssa 
Ciparoboan, Kecamatan Babakan» M ad an j (&_ Cttcnrz=»«p), 
Kabupaten Bogor, Provinsi Jaw a E a = t ;

M E N IM B A N G
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liari Kantor Pertanahan Kabupaten üocor tan d a i J- 
200*7 Nom or 3 10.2-!2 l/PA N "A ’7V m /200Í. ^uraikan 
sebagai b e r ik u t:
1. Bahwa staius tanah yang dimohon terdiri d a r ;:

a) Tanah Negara bekas Milik Adat C.205 dan 325/4^4 
luas seluruhnya 2.703 M 1 yang setelah diukur 
luasnya menjadi 1.61 S M :,- yang telah dikuasai 
pemohon baik secara yuridis maupun secara tisik 
berdasarkan Surct Pernyataan Pelepasan Hak A vas 
T anah yang dibuat dihad3pan Cama: Citeureup 
(sekarang Babakan M adang) dan Ca.—at Babakan 
M ad an g ;

b) Tanah Negara bekas M ilik Adat C.96123, C .I2 6 1 
i 77, C.24/1158, C.2 15/1134, C.379, C.Ó47, C.177/ 
1197, C.698, C.37/1474, C.603/831, C .193^28 ;
C .379/1345, C.638, C .639, C.157/247. C.186 ¿an 
C .661, seluruhnya seluas 56.760 M1 yang seteUh 
diukur luasnya menjadi 44.144 M \ tarah tersebiE 
sem ula telah dibebaskan dan dikuasei oleh ?T. 
SIGMAELTRÁ PROPERTINDO yang dib-uai 
dihadapan- Cainat C iteureup (sekarang B atikan  
Madang). sebagaimana tercantum Jíiam  é ir^ r  
lampiran I (satu) Kepurusar. in i :

2. B a h w?. P r. SiGMAf.LTRA PROfER” N£>0 -.s'-ii» 
incn'.b:-'o=ukan lajiah se’,iia¿ ót>.10-  iok.*¿ ;-i
berada di areal ijin lokasi P l .  SHAN7.:-_-\ S'-.- . 
ALAN DHA di De«;? C ip?m buan. Kiefcr r i “ B s : ¿- -i-' 
M adang. Kabupaten B ogor, ¿ímikiar. puia 
SHANT1KA SURYA AJLANDHa telah r.rrr.bebas-A*' 
lanah  seluas 87.612 .M 1 , d i areal ijin lokasi FT. 
S1GMAELTRA PROPERTINDO dan b e r c a s k an Aiaa 
Perjanjian tanggal 08-03-2007 Noijior 1 i van g dibvz- 
dihadapan Verónica L ily  D hanra. SK_ Notan- 
Jakarta, kedua belah pihak serikat _-.ru k 5.̂ . r.v 
m elepaskan hak miliknya masing-masing 'j^ p a acarr-i 
pem bayaran tambahan ataupun gami rugi berupa apachar, 
w alaupun ada perbedaan luas tanah ;

3. B ahw a terhadap lanah S eg ara , b e b i  ML;:< A ds/ *=  
sem ula telah dibebaskan oleh ?T. S5GSiAELT?^. 
PROPERTINDO sebagaimana diuraikan peca angka --; '  
d iatas, telah ditindaklanjuti dengan Akta Pelepasan «£* 
U tam a Atas Tanah tanggal 11-06-2007 Ncevx 27 5222 
dibuai dihadapan Khadijah Budhi Astuti, SH_ N otará  c  
B ogor, tanah dimaksud o leh  PT. SJGMAELT51A 
PROPERTTNDO dilepaskan hak  psiguassscnya kcg&^í 
PT. SHANT1KAN SL'RY A  AJLAVDHA (perr.ofa^«. 
sehingga dengan dimilcian tanah  tergebui reenjadi W ii«

y aa r .............. ........
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• .i’.i'.i uikii.i'Uii oso;i Nci\;:iv.. scv.v...i
:r ,n u p u u  scv.;!:.'. !:sik  ici.'.h d ik u asa i o ich  p e m o h o r4. :

4. Bah\v:i tanah yang, dimohon masih m erupakan lanah 
kosor.g ;

d. Bahwa pemohon telah memperoleh Ijin lokasi seluas 
± 1.500.000 M5, berdasarkan Surat Keputusan. Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 07-12-1993 Nomor 
460.2/25AL-R/KPN/93 dan diperpanjang der.gan Surat Ke
putusan tanggal 22-12-1994 Nomor 45:».200S/:L-R/KPN/ 
94, dengan perincian perolehan tanahnya iibagai b e r ik u t:

Luas yangdiijir.kan..............................  ’. i  1.500.000M1,
Telah diberikan HGB seluas . ............. : 6 3 9 3 1 0 M 1,
Dimohon sekarang terletak d i :
1. Desa Cipambuan seluas : 45.752 M J,
2. Desa Cadasngampar seluas : 2.6:7 M1,
(Nom or 2 dimohon tersendiri_____________
Jum lah 1 dan 2 se luas........................... : 4S.-419M1,
Sisa yang belum/tidak dimohon seluar : 812-271 Nl2.

e. Bahwa terhadap tanah yang diperoleh ?erdasarka.r. Akta
Pelepasan Hak Utama Atas Tanah scbi^aimar.a tersebut 
pada hurup c angka 3 diatas, pemohon telih memper~':eh Ijin 
Peruntukan Per.ygunann Tanah dari Bog^c ‘ iTiical
UV-GS-I'OO/ N cxor W i/?9-OTRLH. s:! - :  ;>C.iG4 
letaknya berada di area! ijir. loKasi st!-a$ 1.500 *vV 
Sebagaimana diuraikan pada hurup :‘d‘‘ iiiLic ;

f. Bahwa penggunaan tanah yang dimohon ada!?± ’jnmk 
pembangunan pemmahan dan dalam renczna pembangunan

, perumahan tersebut; PT. SHANT1KA SURYA ALANDHA 
telah mem pero/eh pengesahan site plan berdasarkan Sura*. 
Keputusan Bupati Bogor langcaf 31-0I-21O7  N om or 591.3/ 
15/Kpts/SP/Huk/2007, dan ianah yang cimohou i>c:a<ia 
dalam areal ijin lokasi dan site plan tersebir ;

g. B ahw a pemohon (PT. SHANTIKA SURYA. ALANDHA) 
memperoleh tanah seluas 1.618 MJ dengai.cara mennbebas- 
kan dan  hak milik dan berdasarkan Penciran Peni«=rintah 
Nom or 46 Tahun 2002 pasal 21 ayat (3) h iru f c angica 2 jo  
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nisional Ncamor 1 
Tahun 2003, kepada pemohon dikenakan aang p em astian  
kepada Negara sebesar Rp. 0 ,- (nol nipah) dan tesiadap  
Tanah Negara seluas 44.144 M 1 pemohon nemperolefo taoah 
tersebut dari Akta Pelepasan Hak Utana Atas Taaah 
(Prioritas) yang masih merupakan tanah !i*gara, rnaika ke
pada pemohon dikenakan uang pamasukan Vepada N c z s s z ;

h. Bcfiwa
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h. Balnva permohonan '.oschu; tol.jh diusulkan unluk 
dikabulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupatefl Bocor 
sesuai suratnya tanggai 27-09-2007 Nomor 310.2 - 190 i ;

i. Balnva sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka 
permohonan Hak Guna Bangunan dimaksud dapat 
dipertimbangkan untuk d ikabulkan:

M E N G IN G A T  • l .  Undang-UndangNcm or 5 Tahun 1960 ;

2.  Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo  N om or 20 

Tahun 2 0 0 0 ;

3. Peraturan Pemerintah Nom or 40 Tahun 1996;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 :

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor iO Tahun 

2001;
7 . Keputusan Pres'uk<\ Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2003 ;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Ncir.or 10 Tshun 

¿006 ;

9. Peramran Mciveri N;gs»ra A grc.raK epaia liaJin  Pnrrs_-.-.-ian 

'Nasional Nomor 2 Tahun 1999 :

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perur.shan

Nasional Nomor 3 Tahun 1999 ; ,

11. Peraturan Menteri Negara Agrina/Kepala Badan Pertaruhan
*

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 :

12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 ;

13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Noaaor I 

Tahun 2003

14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia N om or 

5 17/ KM K.04/2000;

MEMPERHATIKAN: 1 . Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasiooal tanggai 09-
07-2004 Nomor 500-1757;
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M E M U T U S K A N :
M E N E TA PK A N  :

P E R T A M A  : Menerim a pelepasan hak atas tanah seluruhnya seluas 45.762 M 2
terdiri dari :
1. M ilik  A dat C .2G5 dsn 325/454 »cas seluruhnya 2.703 M * 

>anu seiel.il; diukur luasnya m enjadi l .6 iS N r .
2. M ilfk  A dat C .96/ 123, C .126' 177. C .24/ 115S, C .215/ i i 34, 

C .379, C .647, C 277/ 1197, C .69S, C .37/ 1474, C .603/S 31,
C .193/ 328, C .379/ 1345, C .63S, C .639, C .157-247, C .l  86 dan
C .661, seluruhnya seluas 56.760 M 1 yer.g secelah diukur 
luasnya m enjadi 44.144 M J,

terletak d i Desa Cipannbuan, Kecam atan Babakan N lsdsng (dh. 
Ciieureup), Kabupatep. Bogor, Provinsi Jawa Ba^u yang rincian  
n air. a 'oekas pem ilik  asal'yang m elepaskan iia>_ iiiis , tzn g g zl dan 
nomor pelepasan hak seperti tersebut dalan» daftar lam piran  I 
(saru) Keputusan ini dan menegaskan kestlurjh£r.nya m enjadi
'anah yang dikuasai lanuung oleh N egara ,

K E -D U A  : M em erintahkan kepada Kepala K_2. i t  o r Pr.n*-.*.'£n ¿ lib u r i- tn
boj.'-r. uniuV menarik K o K t G v rV /l.ta c r C i i i  r  t ' 
pi'ica'aip.n le r ia n t pi i p a , v r .  . pen^i-.- ■ v . r r.’
tcrabu i 02!3X. D iktum  r'E R .T A M \ .

K E -T IG A  : Mem berikan kepada PT. S IlA N T D C A  SV&Va  A L ,- .'O H .-*..
berki-Judukar. d i Bogor, Hak G.~— Sangurjc jr .c ik  l r 3I* a  ~ 
wakm selam a 30 (tiza puluh) izh u n , yzzjz m ulai beri&ku 
terhitung sejak tanggal pendaftzrznnya di Karier P crssahan  
Kabupaten Bogor, jaias b id m a-b id an g  i2cah y a l u a s  
seluruhnya 45.762 M 1 (empat putsb lim a ribu eijuh rs e s  enam 
puluh dua m eter persep), sebagaim ana d iu r-ian  Peta
Bidang Tanah tanggal 14-08-200"  S o m o r 24731007.  perzx»an  
masing-masing bidang sebagainsssa tcrcansr; d a lzm  cafiar 
lampiran I I  (dua) fceputusasi io i, unzic dipi**~7 —,<caa 
pembangunan perumaban, terfcsak di fesa C ip e c3 uaa 

,  Kecamatan Babakan Madang, Kafcrapaten Bo<zjl P ro v iis i 'awa 
B ani; dengan ketentuan dan syarat-syarat sec&z-i berikzn: r

1. Segala akibat, b ia}^  untung c a n  rugi yzcz tim b e l ^arena 
pem berian H ak G tca B an g azaa  in i, ro rg rn  d z rt segala 
undakan pengussaan tanzfa yan g  berssdm taii- zaeajadi 
tanggung jaw ab  sepenuhnya dzfipcacnm  Isak;

2. Bidang tanah teisebet harus « fiv e ri la a b ^ a h  baG2£ $csuai 
dengan kitentuan peraturan perundtassadanGsz 
berlaku serta harus dcoclihara. fceS rr adaaaeya.;

3. Ptscina.. ..-
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KE-EM PAT 

K'i-L 'M>\

KE-ENAM

)

KE-TUJUH

K E-D ELA PA N

if.i.i ll.tK «h^aiihk mi i'cm asiik '.i;?
kc|>;ul;i I^cgara at.is tanah Negara sehuy 44.I54 M :: sebesar 
Rp. 2S.053.000,- (Jua puluh delapan juta lir,n puluh ii^a 
ribu rupiah), yaiig disetorkan pada Kas Negara Reker.ing 
Nomor 5601.423144, melalui Bendaharawan Khusus 
Penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 
dengan perhitungan :
Uang Pemasukan : 1 •/. (NPT - KPTTKUP)

: t Vi x {(LT x NJOi’) - Rp. M.oOOA-O.-J 
: l%xj(44.t44M: x Rp.64.000.-y-Rp.:O.OOO.OC*jt-J 
: 5 % x (Rp. 2.825.216.000.- - »o. IO.OOO.OOO.->

\V.x Rp. 2.805.216.000,- 
: Rp. 28.052.160,- 

Dibulatkan : Rp. 28.053.000.-

4. Tanah tersebut hanis digunakan dan ^’.manfaatkan sesuai 
dengan peruntukannya dan sifet serta tujuan d .iri hak yang 
d iberikan ;

: Untuk m em peroleh tanda bukti h ak  berupa sertipikat. Penerima 
hak terlebih dahulu harus m elunas: krsvajibnn membayar 
sebagaimana Diktum KE-TIGA bu tir 3 oiaLes dan mendaftarkan 
hak yang diperolehnya $elamfca:-l2mbatr.ya 6 (:r.2n-.} 'cV.^n seia); 
tanggal kepum san ini dengan m em perlihath« ash ¿urai cetorar. 
Bea Perolehan HaV: At2s Tanah dan  Bangunan (B ?i~ iB ). seria 
menyerahkan feto copynva;

: K.e|.«*>ius>*r. P em lier.;-r . H a’*; 3ar.fiu r:V . i»! r i_ - . i  c iT .^e s .
s c n J t t 'n y a .  a p a b ila  r in e r i in a  tiCak. k e ~ i .  .be::
ic i^ c b u t p j ± :  D ik iu .r . K E T ’.G A  D sk iu .r V.i?.'.

: T^nah yang diberikan oengan Hah Guna Bi.-13.jna.'. apabila 
¡¡inn dia!ihkan^diphdahkan haknya kepai» pihrj< lair. bail: 
sebagian maupun Khruhr.ya, terlebih dahulu harus r&sngajiukari 
pfermohonan ijin kepada KtpcJa Kaniir U ila>2fl Badar; 
Pertanahan Nasional Provinsi Ja^"3 Barat, 6cn|2̂  nsctEpeiaii- 
kan pertimbangan <hn Kepala Ksntor Pcryahan KabvrO&lt!. 
Bogor, kecuali kepada k o n su m e n  (calon  renuii».) Tanah dar. 
Bangunannya, sesuai dengan SHs Plan jacg «jisaiakan oler 
Pemerintah Daerah, kzrcna itu kewajiban ic  benJatar '̂a «Juczue 
dalam Buku Tanah/senipikat yang bersangk--a-; ;

: Tanah yang dipergunakan u n tu k  prasanca. lir-dn^egac. d sr 
fasilitas-fasilitas sosial lainnya, seperti jsizn-^lsn . saOuran- 
saluran air dan lain-lain yang dipergunakan isaui kepenonga: 
umum dan berada diluar bidang/kaveaog clekzif Staru*. 
dilepaskan/diserahkan kepada Pem erintah fcbupateai B ogor 
tanpa m enuntut ganti kemgian ;

: Mengenai segala  sesuatu yang berbubungat denesn peanfrcriaL 
Hak G una Bangunan mi, penerim a hak Szafgap memulih 
domisili pada Kantor Pcnanahan Kabupaten ;

fc£-SEM BaA\.
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' t s i -S l 'M lw l .A N  : kcjnitus.-.n t.u ;;-.ui.u i c.'..;-..: >o;.-.s .■! .‘.r, a
kctenui:'.:\.< dikcmuJui;: ti.iri v.:.:a , ¡0:.
kckcliruan/kcsalahan dalam penetapannya. ricputuian »p.s r.k:*r. 
ditinjau kembali sebagaitflana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 10 -  IO -  P P O '-7 -

KEl’ALA KANTOR V^'lU^V^H E.ADAN i'F.RTAN'AHAN NASIONAL 
/ ? > R r ) y - ;  N S t j ^ v ;  a  r a r a t  ;

r '/
U  iiffe O sr. >-‘ V* l t > i |  '— 
v ^ADXRSUMliVrAPl]RA. SH

. .  78 331

K E P A D A :

Sdr. D irek tu r P T . SHANTIKA SURYA ALANDHA.
J1. S iliw an g i Nom or 60 C

L aw anggin tung  05/04 Bogor Selaian, Kota Bogor.

K eterangan :

1. T anah y an g  diberikan se lu a s .......................................................... ; 15.7-5.2 M :.
2. D iw ajibkan  membayar uang pemasukan V.ĵ aaa 'Negara sebesar : P>.r. lS .053.rv '.-.-

T  l~. M B 'J  S AK Kcpuvu-iar. ini disampaikan k e-i.li Y'.h..

'i. D eputi B id an g  Hak Tanah oan Pe.tvla.'aian Tanah Badar, rcr.--.inan 
R epub lik  Lldonesia, di Jakana ;

2 ..  Gubernur Jawa Barai, di Bai’d'J'ig;
3. K ep a la  B iro  Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, Badan Pemr.2han N isi?nai

R epubl(ik  Indonesia, dt Jakarta ; ,
4 . K epala  B iro  Umum, Badan Pertanahan Nasional Republik lndoncsjl, di J a k a m : 
j .  K epala B id an g  i lak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Kanwil BPN' Provinsi

ui B a n d u n g  ;
6. Bupati B ogor, di Cibinong I
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, di Cibinong ;
8. K epala  K a n to r Pelayanan Perbendaharaan Negara, di Dogor;
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¡T i;'- ;-  ! «a •. V.
Per.isjUii.v.i N;’.skmu! i’ro u r.s i !?:ua!

T an g g a l : . 10 " >0 - Z>CÔ j- 
N o m o r : - 3 ^  -  Z ^ c c P f
T en ta n g  : P em b e ria n  liak  Gunu B angunan  aias :anah  seluas 

4 5 .7 6 2  M \  terletak di D e sa  Cipam buan, K ccam atan  
B ab ak a n  M ad an g ,. K ab u p a ten  Donor, a tas  nam a 
P T .S H a N T IK A  SU R Y A  A LA N D H A ^berkedudukan di 
B o a o r .

K’or.ior N anu  Peoiilik  asal/ * S iaoi; (¿nah/ 
Yanc melepaskan Hak i N«jok*  bukti hak

Luj.s (M :j i T aociai dsn Kot.o; 1
Urut Uid. SPH j Ukur ! Pdcpciar* Hai. ;

1 2 3 1 4 5 i 6 i 7

i- 1

i
Peta Bidang Tanah : j 
Tanggal : K -08-2007. j 
Nomor : 2473/2007. j 
Luas : 45 .762  M'. |

WIB : 0067 8. i

Kosim b. H. A li alias H. ’ C. 96-123 P. 6a D. II U b /.  
Muhlar/PT. SIGMAELTRA ‘
PROPERTiNTX5.

¿S 5

!

: i 

i
*

1 Tci 29-10-1993  
2J6 No. FHT i287."X/9* jc. 

Tc2. 1 • -C6-2007 
No. 2? No. urut 1.

2.

_______ 1

S i 
; !i !

41

- J 
1 
»

.* i i

■ i

Tohi/1,. Ruki Aia. (Aw  M«®»“’ : c .  126 177 p. 6» d . u. 
bin RuIdyPT. StGMAELTRA 1 
PP.OPERTTNDO '

iCosiiTi o . l ! .  A«; «ii2j t !. C. 9 i  * 2 j  P". '*'n !). i *
MuSl»<.-.'VT. .‘ ¡G.VAcLTR.1
HP.OJ'ERTINDO.

! T c . *t -HwI9Sm 
1.074 N\>. P K T --7 /S E G /X *:  

1 jo . Ttd. 1.1 -06-200? 
i S o . ~ '-‘i  ■-•.-'IX J 7. 

-----  ' * » •  • <s7-

; j i . ' :V  ' • - y  y . '" '
*•>. r -  ''C -JT''. ¿2

i 4 .

■

4
•

11. Mam*jr b. Saik«n alics C. 24 :1 5 t  ? . toh D. 111. 
Saaian Saikin Alm . (Kw. h .
RosadiyPT. SIGMAELTRA 
PROPERTHCpO.

f  J 1 2 2M -  i f .  1 V->3
Nu. P-~~li #?*.' 

jo. T  ¿L  : J-0 6 -2 '/-  
No. 2" No. t r o  2

5. 5 Kosim b. H. A li aJias H. • C. 96/125 ? . 6a D. II (v*>.
Muhlar/PT. SIGMAELTRA
PROPERTINDO.

235
f TeL » K M W :

2V. So. PHT ¡ 5 5 M /I W  je. 
TgL : :-<*5-2fy/7 ' 

No- 2 S o . u n c i.

6. 6 Kosim b. H. A li alias H. C. 96« 123 ? . 6 s  D. II iseb).
Muhlar/PT. SIGMAELTRA
PROPERTINDO.

j :  7

i

T*LO*-li-iySG  
S *  So. PHT IfjlOCI-S;- c. 

Tgf. :  :-0<6-2ryr '
No: 2-* No- aruc <.

7. 7 SacDO) bSaikm Ain. (Kw. Jij* _ , , - u ?  ¿u D H 
SuprudiyTT. SIGMAELTRA C. Z 1... 1 1 J-* - W) U. L 
IUOPERTIHDO tseb).

t . ~ 5
TgL -VII-IVSC- 

U:-: Nc. PHT : i3 ! O il ' i -  c
TgL ::-c* -2 ry r

Ko. 2— unte i.

8. S Kosim b. H. A li alias H. C. 96<123 ? - D.  Ufsc;).
M uh tar/PT. SIGMAELTRA
PROPERTTKDO.

TbL I-ISj-'V/
35̂  No. PKT 1 5 3 « 0 £ n f^  

jo .T y . J14)6-2!<' 
N o .r r ^ V « .e r u i

9. 10 . C . 2 , 5 - I I M P » D  * • » * ,
PROPERTINDO

1.531
T g L S S -iH -y «  

s «  S o .p fn r ? 5 4 6 0 < n “ 3 
jo-T ^- 5*-06-2fcr 
No. 2T~ i in t  t

1 0 . |  '  .  ! H . M a c a -
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i ________  - > i> j

10.
i

1 1
•‘

li M.ilmur b. K jilin Aim. 
Sicpuloh SsliVTT ilGM.'.'iLTKA 
rKOrüRTîNLX)

C . 3 7 9  P . c o  D . II (scb). M 3
• ' j T s i .  0 5 -1 2 -!* W  

530 j N j .~ P I{ T /I5 9 I 'M ,(53 
j jrt. T ç l .  11-06-2007  
1 N o. 2~  N V  u ru l 9.

i 1. 14 Sacncn b. Saikin Aim. (Kw. Jaj.n 
S upriiJi)T T . SIGNÎAüLTRA 
PKOPKRTINDO.

C . 2 1 5 ; 1134 P .ó h D .I I  
(seb )

7 7S
¡ T e :. 0 4 - 0 ! - 1 ‘>94 

140 i No P H T  0S,1 /1 9 9 4  jo. 
j T gJ. 1 1-06-2007  
1 N o. 2 7 N o . u ru l 11.

12. i S

I-

J u h id in  S a a m in /P T .
S IC M A E L T R A
P R O P E R T 1 N D O .

C . 6 4 7  P. I l  S . 111. ’. .S j 5

i

¡ T e l .  02-02-199-1  
1.802 1 N «. P H T  9 3 /S E IV iü .V ; 

jo . T e .'. ! !-0 6 -2 1 1 ';:
■ N o. 1 “ N o . u ru i I ; .

13. 21 D ju ls c h a  b . U d ja r .g  a lia s  
J u la c h a /P T . S IG M a E L T R A  
P R O P E R T ÍN D O .

-
C . 2 7 7 /1 1 9 7  t '.  l i a  S. ¡¡I 
(seb ).

T i l  16 -0 9 -1 9 9 4  
4SS i No. P H T  2 /S E P /I  . W  

1 jo . T xJ. ¡1 -06 -200T  
: N o. 2 7  N o . u r a t  V-

14. 2 0 i D a ! i ir in  S a a m in  A im . (A w . 
S o h io V P T . S IG N L A E L T R A  
P R O P E R T IN D O .

C . 69 S  P . 1 la  5 . I |i 2 .1 - 5
1
1
j

T c i .  J 6 -0 1 -1 9 9 5  
2.128 ’ N e. P H T  4 8 /S E F /l V  

io. T z l .  :i-0 6 -2 (/> T  - 
N o. 2 7  N o . u ru t  i '

15. 5 0 D ju ia :h a  b . U U jang a lia s  
J u la e h a /P T .  S IG M A E L T R A  
F R 0 P E R T I N D 0 .

C . 2 7 7 /1 1 9 7  P. H a  S H I
( ie b ) .

i----------------

c ' 6

i

T g l. : - : - 0 5 - l 9 '«
419 N o .P H T t - f ó 'S E P A : : '^  

j o . T * : .  : : - c 6 -2 v . '
No. I  '  N  ' .  u r j t  'y.

16.

1

2 3

------------

H . B a su n i b . H . A li A im . (A w . 
F a t im a h y P T .  S IG M A E I T R A  
F R O P v R T I N O O ____________

C . 3 7 /1 4 7 4  P . H  S .IÜ .

•

! 9 1 1

I

T i'. .  : r - ' ^ - i 9 9 -
ÿ>2 .*•>. p i-—  :  s £ p / j>. -

. 0 . 7  ¿  : 0 6 - 2 , / . ‘
‘■c I '  • • : ', ii •!

!
;

■:v U < ijang  b . S u rip  A im . (K w . 
J u l r .c h iy p T .  S IC V .A L L T R A  
P R O P E R T IN D O .

'  p 11 ■; i|< 
• V I ; .

•:-?;
•’i  - . : 9 '* -

17 : :  : SK .--/V  -  
>  ‘ a . - . « - r « . - '
N.’ u r j ;

i N I B  : 0 0 6 8 ?. ------------------------ —  ----------

18 . 2 0

I

U d ia o g  b . S a r ip  A im . (K w . 
J u l a e h a y P T .  S IG N tA E L T R A  ! 
P R O P E R T T N D O . :

C . 5 0 3 /8 3 1  P . I )  s .  Hi 
(seb ).

6- i f

I

f c l  9 9 4  
550 S:-. P K T  j  S E P / i ' . V  

;o . T e l  :  : - 0 6 -2  c / r  
No. T ~  u ru t 3»

i
19 . 4 7 Tohir b. Ruki Aim. (A *. Madhiwi b. 

RukiyPT. SIGMAELTRA 
PROPERTINDO

-----1-------
C . 1 2 6 /1 7 7  P . d  K 
fseb ).

2 - ; .
T a l. " - V Í - I 994  

270 P H T  r  -  :  '5 E P /X  V  
.o . Tgi_ . I - ' / 5-2 f /i"  
No. T ’ u ru t 3;

2 0 . 4 6
i

U d ja n g  b . S a r ip  A Jtn . (K w . 
J u l a e h a y P T .  S IG M A E L T R A  . 
P R O P E R T fN D O .

C . 6 0 3 /8 3 1  P . 11 S. Ill 
ise b ).

T gL  9 9 «  
a 7 K--.P H T 7 T -= .S E P /V i;-V : 

;<c. Tg*

No. T  '< t.  jPA  ' Î
N I B  : 0 0 6 7 9 . -

2 1 . 9 Sacncn b. Saikin Aim. (k w  Jajal 
SuprijdiyPT. SIGMAELTRA 
PROPERTTNDO.

C . 2 1 5 /1 1 3 4  P . 6b D. II
(seb ).

2 7 '
Tgl. Z ri-  . .  - J 9V3 

TSA V .. P H T  X1/V3 
T gL  ;  > -> 5 -2 0 0 7  

No. 2 7  > c _  u ru l 7.

2 2 . 3 4 Salim  b. Raiman Abu. (Aw. DctSdi 
W anihyPT . SIGMA EX. TRA 
PROPERTTNDO.

C . 1 9 3 /3 2 8  P . 6e  D. II. 6 9 *

T gl. S ^ —1 9 -1 9 9 4  
415 v-„ P H T  1 5 4 .̂ S E P  A V  

; o . t ^ l : : - î ^ - 2 0 (i- 
>¡o. 2 7  i r u  22

I SIB ....... ..
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I 2 3 i 4 ¡ 5 1 6 7

?.3 . 12

N l l l  . : 0 0 6 SO

C . 9 6 /1 2 3  P . 07 S. 111. ■1.943 1.943
T g l. 04- 0 1 -1991  

No. l’MT/ 0 5 1  1994 jo . 
T g l. 1 1- £ 5 -20*17 

N o. 27 N o . l t u i  10.

K o s im  b. 1!. AH a lia s  11. 
M u h ia r /P T . S IG M A E L T R A  
P R O P E R T 1N D O .

2 4 . 13 

4---------

U d ja n g  b . S a r ip  A im  (K w . 
J c !a c h a y P T . S IG M A E L T R A  
I’ R O P E R T IN E G .

C . 60 3 /8 3 1  I M I  S . Ill 
(seb ).

£00 800
T g l. 11-0 7 -1 9 9 4  

No. P H T /2 4 5 /S E P /X /94  
jo .T g l .  11 -&S-2007 
N o. 27  N o . u ru t 38 .

2 5 . 48

N IB : 0 0 6 8 1 .

H.Makmur b. Saikin Alix., (»w. 
Saepuloh S»::>TT. SIGMAELTRA 
PROPER TTN DO.

C  3 7 9 .1 3 4 5  P . 6 a D . i l . 190

I
I T g l. 2 9 —C-f— 1994 

190 I N o .P H T /26-t S L P /V ll/9 4  
! io .T g i .  I Í-C-5- 2Ü07 
i S’o . 27 N o . ‘- ru i  34 .

2 6 . 33

— I-

U rfjang  b . S a r ip  A im . (K w . 
J u la c h s y P T . S IG M A E L T R A  
P R O P E R 'fT N D O .

2 7 .

2 8 . 25

H . D ésu n i b .  H . A li A'.m (A w . 
F a t iw a h y P T . S IG M A E L T R A  
P R O P E R T fN D O .

C . 6 0 3 /8 3 1  P . 10 D . III 
(seb ).

561

C . 3 7 /1 4 7 4  P. U  S . ¡II 
(seb ).

i ■ ■

i J 62

K osirr. S . H . A I ; a l ie s  
H .M u h ta r /P T . S IG M A E L T R A * 
P R O P E R T fN D O .

i
C . 9 6  123 P. 37 S. lil (seb).

T g l. 2 2 -0 5 -1 5 9 4  
447 N o. PH T/15~t SE P /V /94  

jo . T g l. 1 1 -C*S-2007
____ ! N o. 27 N s .  — .1 21 .

'j ‘ T g l. 1 9 - % - ¡994 
65 j  j N o .P H T G '- i  SEP .1 X/9 4  

j o .T g l .  U - > 5-2007 
■ N o . 27 N o . ‘- - in  4 1.

504 477
I

T g l .2 î - : : - ! 9 9 4  
N o .p i m : : - :  s e p / i i I '94  

jo .T g i .  : : - > - 2 0 0 7
__ N o. 27 *■: _ - j t  IS.___

T el. 1 : - :<V95
2 Ç. 1 

i
2 ~> ! 

I

D -!)irin  S a? -r , ; ri A im . ! 
S o!> ib).PT . s iG M A ¡ - I .T k . \  1 
r ' t o r E R T r N ’D O . |

c . . ' o :  p . i i a s . ¡

i1

. .  . J -

i

c. ' .  ■

T ; 1 ‘ - > :-M '.7 
S o . 2 '  - *. 44 .

3 0 .
¡

2 ? j 
i

b a in  a l ia s  H .K a ia i i /P T . 1
S IG M A E L T R A
P R O P E R T T M D O .

■ i 
C . 6 7 ^  ? .  1 ; 5 . ¡I1. ! :  -C 2 ! ;  !

T gi. L—  . • ' y*?5 
*: 5. KrîT 1-'- ï iH iî /ÿ *  

;o . T g l. : ’ - X - 2007 
N o . 27 'l-:-, - ru t 45 .

3 1 . 37 Salim b. Raiman Aim. (Aw. Dcdch 
W inihyPT  SIGMAJELTRA 
PROPERTTNDO.

C . 1 9 3 0 2 8  P . 6a  D. If 
(se b ) .

1 .960

1

1.073
T g l. 0 ^ - : . - 1 9 9 5  

N o. P H T  í a  S E P /1/95 
jo .T g i .  ! 1- > 6-2007 
N o. 2 7  x u t  4 8 .

N IB  : 0 0 6 8 6 . •
* t !

3 2 . 15 B aih  a l ia s  H . H a sa n /P T .
S IG M A E L T R A
P R O P E R T T N D O .

C . 6 3 9  P . 6  S . U . 3 3 6 6 3.184
T g l. 1 “ - I  :  -1994 

-  N o . P H T  . . - S E P /1/94 
jo . T g L  i  I - W -2007 
N o . 2 7  X c .  u™  12.

3 3 . 19 Ja h id in  S a a m ir v P T .
S IG M A E L T R A
P R O P E R T 1N D O .

.
C . 6 4 7  P . 11 S. Ill (seb). 4 90 3 5 !

T g i.O C —Î 2-1994  
N o. PHT. 9C  S E P /111/94 

j o .T g l .  : : - '* - 2 0 0 7  
N o . 2 7  >« î- iru t 16.

3 4 . 39 Tohir b. Rain Aim. (Aw. Modhaui b 
RukiyPT. SIGMAELTRA 
PROPERTIKDO.

C . 1 2 6 /1 7 7  P. 6a 0 . II 
(seb* .

3-207 2.746
T g l. l i —V^-1994 

N o. PH T, : 'n » S E P /V /9< 
j o .T g l .  t > % -2 0 0 7  
N o . 2 7  S a  urut 2 6 .

3 5 . 32

1

Sinvd bS*cncn Aim. (Kw. Yiya 
NuituiyaxyPT. SIGMAELTRA 
PROPER TT> .'DO

C . 1 5 7 /2 4 7  P. 06 D. II. ! 6 7 0

i

i ..

415
T g l. 1X 4 2 -1 9 9 4  

! N o. P H T /^3 ITSEP/V/9 < 
jo . T g l. :  > i * -2 0 0 7  
N o . 2 7  urut 2 0 .

I 3 6 . i 35  I U d p n g ___
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i 1 N !!$  "  : \ V ; « S I .  ........  i

•« ¡ > j 
— . . ___ o _ ___i ----------- :------------------  .

!
4 9 .

1
5 4  j 

i

1

1 !. I V p e n .

1

r .  I ' ,  i ;  0 .  II.

v
.'fi S 7 2 T j l  17-J7 rco ?  

s 'a  ¡ j ; s . v 2 / 7 ' i ; T - c c r .m ? : . \ j :  ■

N I B  : 0 0 6 9 2 . I i
1 T g l .  1 2 - 0 1 - 1 9 9 4  i

5 0 . 5 3 U d j a n g  b . S a r i p  A l m .  (K \v .  
J u l a c h a y P T .  S 1 G M A E L T R A  

P R O P E R T Í N D O .

C .  6 0 3 / 8 3 !  !*. 11 S . U I. 2 .2 2 9 2 .2 2 0 N 'o. P H T / I  4 9 -j E P A '/ 9 4  

io .  T g l .  1 1 - 0 6 - 2 0 0 7  

S o .  2 7  N o .  - ' u ;  5 3 .

N I G  : 0 0 6 S 9
1

T f c l . 0 2 - 0 2 - 1 9 9 4

5 1 . 2 4 J a h i d i n  S a a m i n / P T .

S 1 G M A E L T R A

r P . O P E R T I N D O .

C . 647  P . ! \ s. I l l( s c b ) . 2 :5 2 5 5 S î .  P H T / 9 Î  S E P /1 1 1 /94  

o .  T g i .  i 2 0 0  7 

N v .  2 7  N - : .  u r u i  1 7 .

N i n  : 0 0 6 9 0

5 2 . 2 9 S jrn ad  b. S aoucn  Ain». (K w . Y iyat 
N jr tu y a iy P T . S IG M A E L T R A  
P R O P K R T iN D O

C . 157 /247  ? .  7 S. III (scb). 191 191

T g l .  0 9 - 1 1  -  ! 9 9 5  

• S i .  ? H T . ' l - l ' S E ? / l / 9 5  
! T g l .  : ! - > & - 2 0 0  7 
¡ S í . 2 7 ' . : . .  -J.-JT 4 s .

N I R  : 0 0 6 8 2 . 1
i

5 3 . 5 2 M i n a  b .  S a n a ^ n  A I.t i  ( K w . 
A a n ) .

C . 3 2 3 /4 5 4  P. U  S . III. 501

i

2 0 0
1
j T j l .  2 - - .  —  ’. > 9 5  

! S -: : X T /5 5 '.  ï ï . O i l l / 9 6 .

N l D  : 0 0 6 9 1 . l

Í 4 .

1

. '8
1
i
1

Sa’.im  b R a im s/i A lir. (A w . Dsden 
1 W i n i iv 'f T .  S ; ” ^ lA c ! .T R A  
1 r a o i 'L K 'l  IM>">
1

C. 19 3 /3 2 8  P. 6a D .U .

i

j 1.570 
i 

i

i . o : <

i
1

• . zl. 21. —  . r 7-*
: s :  s Tj t  r :  s i » v . v

I ■ «

1
- J «i ir. 1 a  S i 5 v .4 fC

I

1

1
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I T  A N A H 1
I

N o . PEN ER IM A  HAK
Peta Bidang Tar.ah J

a. T anggal & Nomor
b. N IB/No. Bidang.

LUAS
(M 1)

Letak tanah :
a. Desa
b. Kecamatan
c. Kabupaten

1 2 3 4 5

I. PT. SH A N TIK A  SURYA 
A LA N D H A .

1
a. I4-0S-2007. 

2473/2007.
b. - 00678 /1 ,3  s/d 8,

10, 11 ,14 ,18 ,21 , 
2 3 ,2 6 ,4 1 ,4 9 ,5 0 .

- 00680/12,13.

17.542 a. Cipamhuon.
b. Bsbakan M adang.
c. Bogor.

I 2 . 
i

PT. SH A N TIK A  SURYA 
A LA N D H A .

n. sda.
b. 00637/20 ,46 .47 .

1.307

i

sda

«4
J .

1
PT. SH A N TIK A  SURYA 

A LA N D H A .
a. sda.
b . 00679-'9 .34.

j
1 691 

!
sda.

!
• | . . ;

: -1. i f*r. SHANTIKA SURYA a. ' 4.351 >dJ-
j j A LA N D H A  ¡b . 005&! 2 i. ?5,2*>, ; ;
I i 2S, 3 i .  37,48. I !

l i

S.: PT. SHANTIKA SURYA 
AijANDHA!

. . ,

a. sda.
b. - 00686/15 s/d 17,

19, 32,35,39,43, 
44.51,55.

- 00683/2,36,40, 
42.

•

116.469 sda.i
1

6. PT. SHANTIKA SURYA 
ALANDHA.

a. sda.
b. 0068&31.

185 sda.

7. PT. SHANTIKA SURYA 
ALANDHA.

a . ' sda.
b. 00685 30.

448 sda.

8. PT. SHANTIKA SURYA 
ALANDHA.

a. sda.
b. 00684/54.

«72 sda.

! 9. [PT.  SHANTIKA | a. \AJX-jxn~.
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i

9 i
i

P T .  S H A N T I  K  A S U R Y A  { 
A L A N D H A .

,r M -O S-2007.*  
24 73 /2 0 0 ? .  

b. 0069 2 /5 3 .

t

1
2 .2 2 0 «?. Cips.mbuaTt.

b. Babakan M a d n n » .
c. Bocor.

1
1
1
J

:

10.

1
1

P T .  S H A N T I K A  S U R Y A
A L A N D H A .  1

1
i

a. sda.
b. 0 0 6 8 9 /2 4 .

255

1

sda.

t

11. P T .  S H A N T I K A  S U R Y A  
A L A N D H A .

a. soa.
b. 0 0 6 9 0 -a 9 .

i

591
1

'  ' !i

1

12. P T . S H A N T I K A  S U R Y A  
A L A N D H A .

1
| a. sda .
¡b .  00682*52 .

200

1

sda. | 
t
1
i

13. P T .  S H A N T I K A  S U R Y A  
A L A N D H A .

j

a. sda .
b. 0 0 6 9 1 3 8 .

ii

1.023

!

sda. j 
i 

i
I
1

J u  m  i a h 1 - 5 . 7 ^ 2  I
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BADAN PERTANAHAN NASIONAJL 
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

(KEPUTUSAN K liPALA KANTOft l’ li'UTANAHAN’ KABUPATUN' IIOCOK 

NOMOR : ‘160.2/ / I L - K / K P K / 9 f l .

T E N T A N U

P e r p a n j a n g a n  I z i n  L o k a s i  1 5 0  H e k t a r .  t e r l e t a k  ..«> »•-•
Cadiisriiiampar K c c a i n a  tar» Kuriunnha j ar»r-> 'lan l>ssa C  i p.nmb' u m  Ko>:....i.
C i t e u r o u p  K a b u p a t e n  D a t i  I I  O o g o r . u n t u k  peiitfc>ar>«iunan p«.Mun...tii. 

a t a s  n a m a  P T .  S H A N T I K A  S U R Y A  A L A N O A .

K E P A L A  K A N T O R  P E R T A N A H A N  K A B U P A T E N  B O G O R .

M E M B A C A  : S u r a t  p e r m o h o n a n  k a n g g a l  1 6  Mepeti«» » o  r -
N o m o r  : V 8 / S 3 A / X I / 1 9 9 4 .  _ d a r i  O i r o k l n  :m

" . S h a n t i k i i  S u r y a  Al a n d a .  t»era J a m a  l. .n
R a y a  J a t i n e g a r a  tiarat- N o .  5 4  E J a k n r  1...1 . •¡••n'*, 
a  k  t  e N o .  13 0  t a n g g a l  14-12-19*?!. Not-ai %%, /v i>* 
M a d . i i d  S H  d i  J a k a r t a  y a n g  « c  lan.nji.ity 
m e n g a l a m i  p e r u b a h a n  d e n g a n  a k t e  N o .  o l 

fl-10—A V 7 3  d i b u a t  o l e h  J o c n n o e o  t s n d e n u  
S M  M o t n r i s  c i i  J a k a r t a ,  berjitir/ik <iili-i.ui 
p e m b a n g u n a n  p e r u m a h a n .  yanfj pacu* n>. h n y  
m e m o h o n  p e r p a n j a n g a n  i z i r  l o k a s j  tr.nali i.1.i 
+‘ 1 5 0  H e k t a r  t e r l e t a k  <:• 0<v. s?. ''..•«•¡.a'.n-\i..i ...
K e c a m a t a n  K e d u n g h a l a n g  o’ciri O e & a  C n : < t u.i- 
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»5- C a h w a  b e r h u b u n g  b e l u m  s e l e s a i n y a  s o l  u r u h  
p e r o l e h a n  t a n a h  s e s u a i  l u a s  t a n a h  y : i n * i  
d i b e r i k a n  m e n u r u t  i z i n  l o k a s i  • s e l u a s  ,+ 1 5 0  H a ’, 
s e h i n g g a  t e r d a p a t  s i s a  ' t a n a h  y a n g  b e l  uni d a p a t :  
d i b e b a s k a n  s e r t a  m e m p e r t i m b a n g k a n  k o n d i s i -  

k o n d i s i  o b y e k t i f  y a n g  b e r p e n g a r u h  m a k a  k e p a l i  
p e m o h o n  d a p a t  d i b e r i k a n  p e r p a n j a n g a n  i.jjn 
l o k a s  i .

. B a h w a  t a n a h  y a n g  d i m o h o n  b e r s t a t u s  T a n a h  M i l i k  
y a n g  a k a n  d i b e b a s k a n  o l e h  p e m o h o n  dengari 
m e m b e r i k a n  g a n t i  r u g i  s e s u a i  d e n g a n  p e r a t u n n  
p e r u n d a n g a n  y a n g  b e r l a k u .

U n d a n g  - U n d a n g  N o m o r  5 tai-.un 1 9 6 0 ;

U n d a n g  - U n d a n g  N o m o r  t a h u n  J.V74;

U n d a n g  - U n d a n g  N o m o r  4 t a h u n  1 9 8 2 ;
U n d a r i g  - U n d a n g  N o m o r  2*1 t a h u n  1 9 9 2 ;
K e p u t u s a n  P r e s i d e n  N o m o r  2 6  t a h u n  1 9 0 C ;  
K e p u t u s a n  P r e s i d e n ’ N o m o r  44 t a h u n  1 9 9 3 ;  
K e p u t u s a n  P r e s i d e n .  N o m o r  9 7  t a h u n  1 9 9 1 ;  
P e r a t u r a n  M e n t e r i  N e g a r a  A g r a r i a / K e p a l a  B a d a n  
P e r t a n a h a n  N a s i o n a l  N o m o r :  2 t a h u n  1 9 9 3 ;  
K e p u t u s a n  M e n t e r i  N e g a r a  ftgrar:a / K e p a  1 c Ciac!.:.n 
P e r t a n a h a n  N a s i o n a l  N o m o r :  22 t a h u n  1 7 9 3 ;

M  E K  U  T U  S  K A" N  :

M e m b e r i k a n  P e r p a n j a n g a n  .Iziri Lcfcasi u n t u k  t e r s k h i  
k a l i n y a  k e p acfa Pr. ShAn  t i k a  Surya  A l a n d a .  s e b a g a i  nian 
d i m a k s u d  SUl'flt K e p u t u s a n  K e o a i o  X a n t o r  
K a b u p a t e n  D o g o r  N o m o r :  Ai>0 . 2 / 5 5 / I L - R / K P N / 9 3  c o n ^ i  
D e s e m b e r  J . 9 V 3 »  t c . - i e t a K  di  O c s a  C a d a s n ^ o n i p a r  K o c a m o  ti-j 
K e d u n g h a l a n g  d a n  D e s a  C i p a m b u a r  K e c a m a t a n  C i t e u r c u  
K a b u p a t e n  D a t i  II B o g o r  s e l u a s  j; 1 5 0  H e k t a r  (stsraLu 
l i m a  p u l u h  h e k t a r ) ,  u n t u k  t a n a h  y a n g  b e l u m  <3cic<c> 
d i b e b a s k a n  b a g i  p e m b a n g u n a n  perur-shsn.

*

P e r p a n j a n g a n  d i m a k s u d  p a d a  O  i k P E R T A M A  d i b e r i k a  
dalarn j a n g k a  w a k t u  1 2  ( d u a  b e i a s  ) b u l a n  .u ■
d i t e r b i t k a n n y a  K e p u t u s a n  i n i .
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